
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WAUKOTA MAOIUN 

NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA MADIUN 

NOMOR 32 TAHUN 2014 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2015-2019 

WAUKOTA MADIUN, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madlun 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Sirokrasi Pemerfntah 

Kot.a Madiun Tahun 2015-2019 dipandang sudah tidak sesuai 

sehingga perlu dlubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madlun 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kota Madiun Tahun 2015-2019 ; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publlk; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ; 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasl Blrokrasi 

pada Pemerintah Daerah ; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ; 

9. Peraturan Daerah Kota Madlun Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Publik ; 

10. Peraturan Daerah Kota Madlun Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

11. Peraturan Walikota Madlun Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 

2015-2019. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WAUKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WAUKOTA MADIUN NOMOR 32 

TAHUN 2014 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KOTA MAOIUN TAHUN 2015- 2019. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wallkota Madlun Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Road Map Reformasl Blrokrasi Pemerintah Kota 

Madiun Tahun 2015 - 2019 diubah sebagai berikut: 

L Ketentuan angka 9 Pasal 1 dlubah sehingga Pasal l secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Mad.iun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Wallkota adalah Wallkota Madiun. 

4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi 

dari tlngkat tertinggl hingga terendah dan melakukan 

terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret 

realistis, sungguh-sungguh, berplkir di luar kebiasaan yang 

ada, perubahan paradlgma, dan dengan upaya luar biasa. 

5. Road Map Reformasi Birokrasl adalah rencana kerja rincl 

dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan 

Reformasl Blrokrasl Pemerintah Kota Madiun dalam kurun 

waktu 5 {lima) tahun mendatang. 

6. Priorltas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah 

adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah 

terkalt dengan area perubahan reformasl blrokrasi. 

7. Prloritas pemellharaan terhadap hal-hal yang sudah balk 

adalah prioritas yang ditujukan untuk memellhara atau 

bahkan menlngkatkan hai-hal yang sudah baik/maju, agar 

tldak terjadi kemunduran. 

8. Prlorltas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas 

yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor 

tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat. 

9. Prloritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang 

menjadl prioritas masing-masing Perangkat Daerah. 

10. Quick Wins, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat 

dapat dilakukan perubahannya, dapat diterapkan dalam 

waktu tidak lebih dari satu tahun, merupakan satu fungsl 

dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh 

masyarakat/pemangku kepentlngan (stakeholders), dan 

perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang 

sangat berartl bagl masyarakat, sehlngga memberlkan 

citra positlf terhadap reformasl blrokrasi yang sedang 

dllakukan oleh Pemerintah Daerah. 
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11. Zona Integrltas menuju Wilayah Bebas darl Korupsl, yang 

selanjutnya disebut Zona WBK yaitu penentuan satu unit 

tertentu yang melaksanakan reforrnasi birokrasi secara 

menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya. 

12. Rencana Aksi adalah rencana keglatan reformasl birokrasl 

yang akan dilaksanakan dalam 5 (iima) tahun ke depan. 

13. Sasaran adalah hasll yang akan dicapal secara nyata dalam 

rumusan yang lebih speslfik, terukur datam kurun waktu 

yang leblh pendek dari tujuan. 

14. Program adatah kumpulan kegiatan yang sistematis dan 

terpadu untuk mendapatkan hasll yang dllaksanakan oleh 

satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran 

tertentu. 

15. Keglatan adalah tindakan nyata dalam kurun waktu 

tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan 

kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan 

rnernanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

sasaran dan tujuan tertentu. 

16. lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang 

rnenggambarkan tlngkat pencapaian suatu kondisi yang 

telah dltetapkan. 

17. Monitoring adalah kegiatan mengamatl perkernbangan 

pelaksanaan program keglatan, rnengidentifikasi serta 

mengantisipasi permasalahan yang tirnbul untuk diambil 

tlndakan sedlnl mungkin. 

18. Evaluasl adalah rangkalan keglatan membandingkan 

realisasi rnasukan (Input), keluaran (output}, dan hasil 

(outcome) terhadap rencana dan standar. 



• 5 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan 

berbunyi sebagal berikut: 

Pasal3 

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberlkan 

arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan reformasi 

birokrasi bag! seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah 

agar terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan 

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tlnggl, berslh dan 

bebas korupsi, kolusi dan nepotlsme, mampu melayani publik, 

netral, sejahtera, berdedlkasi dan memegang teguh nilal-nllal 

dasar dan k.ade etlk aparatur negara. 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Sistematlka Perubahan Road Map Refarmasi Birakrasi 

Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019 adalah sebagal 

berikut: 

BAB I Penguatan Reformasl Birakrasi 

BAB II Pencapaian dan Isu Strategis 

A. Kemajuan Pelaksanaan Refarmasi Birokrasi 

B. Tantangan Permasalahan 

BAB [II Arah Pelal<sanaan Reformasi Birakrasi 

A. Arah Kebljakan Kata Madiun Periode 

2015-2019 

1. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019 

Kata Madiun 

2. tsu Strategis Agenda Prioritas Tahun 

2015-2019 

3. Pengarusutamaan 2015-2019 

B. 5asaran Reformasi Birokrasi 

C. Ukuran Keberhasilan 

D. Area Perubahan 
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BAB IV Strategl Pelaksanaan dan Program Reformasl 

Birokrasi 

A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokras1 

B. Program-Program 

BAB V Program Quick Wins 

BAB VI Rencana Aksl Reformasl Blrokrasl 

A. Program, Keglatan, Hasil yang Diharapkan 

dari Pelaksanaan Reforrnasl Birokrasl pada 

Tingkat Makro 

B. Program, Kegiatan, Hasil yang Diharapkan 

darl Pelaksanaan Reformasl Birokrasi pada 

Tlngkat Meso 

C. Program, Keglatan, Hasil yang Diharapkan 

dari Pelaksanaan Reformasl Birokrasl pada 

Tingkat Mikro 

BAB VII Manajemen Pelaksanaan Reformasl Birokrasi 

A. Organisasi 

B. Monitoring dan Evaluasl 

1. Monitoring 

2. Evaluasl 

BAB vm Penutup 

(2) Road Map Reformasl Birokrasl Pemerintah Daerah 

Tahun 2015-2019 sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lamplran Peraturan Wallkota inf. 

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan 

berbunyf sebagai berikut: 

Pasal9 

Evafuasi dan monitoring pelaksanaan Road Map Reformasl 

Birokrasl dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan pada 

tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerlntah Daerah. 

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Wallkota Madiun Nomor Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasl Blrokrasi 

Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 - 2019 dlubah sehingga 

secara keseluruhan berbunyi sebagalmana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Walikota lnl. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 27 Desember 2017 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIVANTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 27 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Ors. MAIDI, SH, MM, M.Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR 36/G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARJS DAERAH 

u.b. 
IAN HUKUM 

i 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 



u\MPIRAN PERATURAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR 35 TAHUN 2017 
TANGGAL: 27 Desember 20 17 

BABI 

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI 

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan {gap expectation) antara 

lndikator capalan klnerja yang dapat dihasilkan pada akhir periodesasl RPJMD dengan 

target capaian yang direncanakan/telah dltetapkan pada awal RPJMD. limbulnya 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan oleh adanya faktor 

kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang 

tidak diatasl, adanya peluang yang belum dlmanfaatkan secara makslmal dan ancaman 

yang tidak dlantisipasi. 

Permasalahan pembangunan dalam RPJMD 2015-2019 Kota Madlun secara garis 

besar dapat dlkelompokan menjadl : 

1. permasalahan pembangunan yang bersifat struktural dalam pemerintahan; 

2. permasalahan pembangunan terkalt dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

wajlb pelayanan dasar; 

3. permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

wajlb tidak pelayanan dasar; 

4. permasalahan pembangunan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

pilihan; dan 

5. permasalahan pembangunan terkalt dengan urusan penunjang. 

Permasalahan pembangunan yang bersifat struktural tersebut, berdasarkan hasil 

pemetaan dan analisls terhadap data dan lnformasi, serta berbagal macam kekuatan, 

kelemahan dan peluang, maka permasalahan pembangunan jangka menengah pada 

dimensi struktural di Kota Madiun, meliputi antara lain : 

1. Pertumbuhan Perekonomlan Makro Daerah yang Berkualitas ; 

2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

3. Kemandirian Flskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

4. Penyelenggaraan Tata Ketola Pemerintahan ; 

s. Penegakan Regulasi Daerah ; 

6. Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipasi Masyarakat ; 

7. Kerjasama Antar Daerah dan Dunla Usaha ; 

8. Pengelolaan Persampahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; dan 
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9. Sinergitas Antara Lembaga EkSekutlf Dengan Lembaga Legislatif. 

Mellhat dari permasalahan pembangunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kondlsi birokrasi Kota Madiun sangat perlu mendapatkan perhatlan, perlu dilakukan 

perubahan-perubahan yang mendasar atas kondisi birokrasi yang ada. Reformasi 

birokrasl mutlak untuk dllakukan guna menjawab tantangan blrokrasi yang ada. 

Permasafahan pembangunan dlmakSud hanya dapat diatasi jika didukung 

dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertlban, politik dan 

demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan 

demikian, pelaksanaan reformasi blrokrasl memlflki peran yang sangat penting dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Madiun. Tanpa adanya dukungan tata 

kefofa yang balk, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik 

pula. 

Keberfanjutan pelaksanaan reforrnasl birokrasi memillki peran penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasll-hasll yang telah diperofeh dari 

pelaksanaan reformasl blrokrasl pada Tahun 2015-2019 akan dilaksanakan 

penyempurnaan reformasl birokrasi pada Tahun 2017-2019. Karena itu, pelaksanaan 

penyempurnaan reforrnasl blrokrasi Tahun 2017-2019 merupakan penguatan dari 

pelaksanaan reformasl birokrasi tahapan sebelumnya. 

Gambar 1 

STRATEGIPEMBANGUNAN 

NORMA PEMBANGUNAN 

1. Membangun untuk manusla dan masyarakat 
2. Penlngkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas rakyat 
3. Pembangunan memperkuat daya dukung llngkungan dan keseimbangan 

DIMENSI PEMBANGUNAN 

PEMBANGUNAN MANUSIA PEMBANGUNANSEJ<TOR PEMERATAAN DAN 
UNGGULAN KEWILAVAHAN 

Peodidfl<an Kedaulatan Pangan 
Kesehatan Kedaulatan Energl dan Antar Ketompok 
Perumahan Kelistrlkan Pendapatan 

Mental/Ka raker Kemaritlman dan Kelautan Antar Wilayah 
Partwlsata dan lndustri 

KONDISI YANG DIPERLUKAN 

1. KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM 
2. KEAMANAN DAN KETERTIBAN 
3. POLmK DAN DEMOKRASl 
4. TATA KELOLA DAN RfFORMASI BTROKRASl 

QUICKWINSDAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA 
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Penguatan dllakukan melalul langkah-langkah umum sebagai berikut : 

1. Memelihara dan/ atau meningkatkan/memperkuat. 

Reformasi birok.rasi dilakukan melalui upaya memelihara dan/atau 

meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, 

sehingga terjadl perbalkan berkelanjutan. 

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan. 

Reformasi blrokasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah 

perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam 

area perubahan. Langkah-langkah perubahan dllakukan dengan melihat berbagai 

pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, 

serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk 

mempercepat keberhasilannya. 

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya. 

Reformasl blrokrasl dilakukan untuk rnenjawab secara cepat berbagai permasalahan 

baru yang rnuncul dalarn penyelenggaraan pernerintahan. 

4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Reformasl birokrasl dilakukan dengan mernperluas cakupan pada berbagal aspek 

yang belum tersentuh dan rnuncul sesual dengan perkernbangan terkinl. 

Gambar 2 

TUJUAN JANGKA PANJANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

2015 

berdasarkan 
aturan 

202s ___ _ 

Birokrasi 
berdasarkan 
kinerja 

yang dinamis 

Tujuan akhir dalarn tiga tahun ke depan, yaitu Tahun 2019 diharapkan melalui 

reforrnasi birokrasi, Pernerintah sudah beranjak ke tahapan pernerintahan yang berbasis 

kinerja dan pada Tahun 2025 diharapkan pernerintahan sudah beranjak pada tatanan 

pernerintahan yang dinarnis. 
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Pemerlntahan berbasis klnerja ditandal dengan beberapa hal, yaitu: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasl pada prinsip 

efektif, efisien, dan ekonomis ; 

b. Kinerja pemerintah dlfokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes(hasil); 

c. Seluruh lnstansl pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan 

penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data 

kinerja ; dan 

d. Setiap individu pegawal memiliki kontrlbusl yang jelas terhadap kinerja unit kerja 

terkecll, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organlsasi secara keseluruhan. 

Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur 

juga memillki kontribusl terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Untuk 

rnewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel ; 

2. Birokrasl yang efektif dan efisien ; dan 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. 

Renc.ana pelaksanaan reformasi blrokrasi dijabarkan dalam peta jalan (road map) 

reformasl blrokrasl yang akan menjadi panduan bagi pengelola reforrnasl birokrasi pada 

lnstansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konkrit guna memperbaikl 

kualitas birokrasi pernerintallan. 

Peta jalan (road map) reformasl birokrasi rnemiliki arti yang sangat penting, karena 

alasan: 

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektivitas dan 

efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai; 

2. Perubahan yang terencana juga memberlkan arahan tentang kegiatan reformasi 

blrokrasi Pemerintah Daerah; 

3. Perubahan terenc.ana yang dilakukan secara serentak di seluruh jajaran instansl 

Pemerintah juga menjadi gerakan yang mendorong terciptanya budaya perubahan 

ke arah perbalkan; 

4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, 

sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat dipastlkan telah dllakukan secara 

tepat dan benar serta sesual dengan renc.ana yang telah digariskan. Bahkan proses 

perubahan dapat segera dlperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan 

dengan kondisi terkini; 

5. Perubahan yang dilakukan untuk menjaga momentum pelaksanaan reformasl 

birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang hendak dicapai pada 

Tahun 2025. 
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Agar rencana aksl reformasl blrokrasl dapat dlrumuskan secara tepat, maka pertu 

disusun kerangka pikir keterkaltan antara arah kebijakan Kata Madiun sebagaimana 

ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, sasaran reformasi birokrasl, dan strategl 

lmplementaslnya yang meliputi area perubahan, quick wins, dan program-programnya. 

Gambar 3 

KERANGKA KETERKAITAN ARAH KEBUAKAN DAN ROAO MAP 

REFORMASI BIROKRASI 
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BAB II 

PENCAPAlAN DAN ISU STRATEGIS 

A. KEMAJUAN PELAKSAN!AAN REFORMASI BIROKRASI 

Pemerlntah Daerah telah melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi pada Tahun 2014, dimana menggunakan acuan yaitu Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Blrokrasi Pemerintah Daerah 

dan tersusunlah Road Map Reformasi Birokrasl Kota Madiun untuk 

Tahun 2015-2019. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode Tahun 2015-2019 

ditujukan untuk mencapai sasaran : 

1. menciptakan birokrasi yang bersaing dan bebas KKN ; 

2. meningkatkan kualltas pelayanan publik ; dan 

3. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 

Secara umum pencapaian upaya untuk mewujudkan tiga sasaran dimaksud diukur 

dalam indlkator-indlkator keberhasilan yang hingga Tahun 2017 telah diperoleh data 

sebagal berikut: 

Tabel 2.1 

Capaian Reformasi Birokrasi 2015 s/ d 2017 

IN0IKATOR PENILAIAN 2015 2016 2017 

Nllal % Nllal % Nllal % 

PROSES 

Manajemen Perubahan (5) 3,53 70,62 4,04 80,86 4,04 80,86 

Penataan Peraturan Perundang-undangan (5) 2,09 41,75 2,71 64,25 2,71 54,25 

Penataan dan Penguatan Organisasl (6) 4,51 75,17 5,67 94,44 5,67 94.44 

Penataan Ketatalaksanaan (5) 3,17 63,48 2,92 58,48 2,92 58,48 

Penataan Sistem Manajemen SOM (15) 12,8 85,33 13,28 88,55 13,28 88,55 

Penguatan Akuntab11itas (6) 5,00 83,33 5,00 83,33 5,00 83,33 

Penguatan Pengawasan (12) 3,95 32,94 5,32 44,31 5,32 44,31 

Penmgkatan Kualitas Pelayanan Poblik (6) 3.31 51,10 3, 11 51,TT 3, 11 51,77 

Total Proses (60) 38,36 63,93 42,05 70,09 42,05 70,09 

HASIL 

Kapasitas dan AkuntablfilaS Klnerja Ofganisasl (20) 7,51 37,53 8,41 42,07 8,62 43,11 

Pemerintahan yang berslh dan bebas KKN (10) 3,00 30,00 3,00 30,00 3,00 30,00 

Kualitas Petayanan Publik ( 1 OJ 6,33 63,25 6,33 63,25 8,47 84,70 

Total Hasil (40) 16,83 56,10 17,74 59,13 20,09 66,97 

lndeks RB (100) 55,19 59,79 62,14 
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B. TANTANGANPERMASALAHAN 

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menunjang pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi berdampak pula pada Pemerintah Daerah, yaitu : 

1. Pandangan bahwa jumlah pegawai negeri sipll sudah terlalu banyak, sehingga 

Pemerintah Pusat menerapkan moratorium untuk penerimaan calon Pegawal 

Negeri Slpll, sehingga berhasil menurunkan jumlah PNS, memotong praktek

praktek penyimpangan dalam proses pengadaan PNS, memperbaiki sistem 

rekrutmen menjadi terbuka dan transparan, serta mengurangi belanja pegawai 

pada masing-masing lnstansi pemerintah. 

2. Sejalan dengan kebijakan moratorium, dilakukan pula pembenahan sistem 

rekrutrnen yang mulai diterapkan tahun 2012. Penggunaan sistem Computer 

Aided Test (CAT) diterapkan pada beberapa lnstansi pemerintah pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

Hal inl menjadi tantangan tersendlri untuk penyefenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik, artinya dengan keterbatasan sumberdaya PNS diharapkan 

kualitas pemerintahan dan pefayanan publik yang baik demi mencapai kepuasan 

masyarakat yang dilayanl. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode Tahun 2015-2017 maslh 

menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus 

harus dlperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki 

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dlantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Blrokrasl belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. 

Beberapa tantangan yang dihadapl terkait dengan permasafahan ini antara lain: 

a. Rendahnya komitmen Kepala Daerah di tlngkat pusat dan daerah dalam 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan 

pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan ; 

b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang 

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsl, kolusi dan 

nepotisme; 

c. Manajemen kinerja maslh belum sepenuhnya diterapkan. 

Kualitas akuntabllitas kinerja instansl pemerintah masih rendah. Hal inl 

ditandal dengan lemahnya keterkaitan antara Input anggaran dengan kinerja 

organisasl, selain ltu orientasi kegiatan masih befum sepenuhnya berfokus 

pada hasll yang diharapkan dan dampak kemanfaatan bagl masyarakat/publlk 

baik secara langsung maupun tidak langsung ; 



- 8 -

d. Manajemen pembangunan belum berjalan secara optlmal. 

Penetapan indikator kinerja instansi pemerlntah belum didukung oleh sistem 

yang terintegrasi antara slstem perencanaan, penganggaran, pengadaan, 

pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan. Manajemen 

pembangunan belum memberikan penghargaan dan hukuman yang efektif. 

2. Birokrasl belum efektif dan efisien. 

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain: 

a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan 

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong 

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pengelolaan pemlbangunan. Pemerintah belum sepenuhnya berperan dalam 

menciptakan sinergl pelaksanaan pembangunan, balk dengan masyarakat 

maupun dengan dunia usaha ; 

b. Lemahnya pemahaman produk hukum 

Masih adanya kerancuan pemahaman penggunaan antar produk hukum, 

contoh: perbedaan antara peraturan wallkota, keputusan walikota, dsb. 

Selaln itu, masih banyaknya produk hukum yang secara substansi kurang 

dipahami oleh masing-masing unit kerja terkait karena tidak adanya 

sosialisasi langsung terhadap interpretasl isi peraruran (pasal dan ayat) dari 

masing2 produk hukum, balk yg diterbitkan oleh Pemerlntah Kota Madiun 

maupun produk hukum dari pemerintah pusat ; 

c. Penerapan SOP belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efislen 

Belum semua level eselon IV memllikl SOP sebagal pedoman kerja ; 

d. Kelembagaan blrokrasl pemerintah masih belum efektif 

Pembentukan strukb.Jr kelembagaan di dalam perangkat daerah belum 

merata beban kerjanya. Hal lnl dlsebabkan pembentukan yang tidak diawali 

dengan analisa jabatan hanya fokus pada tipe kelembagaan perangkat 

daerah lru sendiri, sehingga dijumpai beberapa kesenjangan beban pekerjaan 

antar bidang dalam satu perangkat daerah. Selaln ltu banyaknya Undang

Undang yang rnewajibkan pernbentukan lembaga (di pusat dan di daerah) 

yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi ; 

e. Penerapan e-governmentbelum berjalan efektif dan efisien 

Penerapan e-government belurn merata pada seluruh birokrasl pernerlntah, 

terjadi tumpang tlndlh sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Masih sering 

terjadi ketldakefisienan dalam pengembangan sistem informasl serta dalam 

pengadaan dan pemanfaatan lnfrastruktur teknologi inforrnasl dan 

komunlkasi ; 
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f. Manajemen SOM PNS maslh belum berjalan secara efektif 

Maslh banyak terjadi penernpatan PNS dalam jabatan yang tidak sesuai 

kompetensi, dan terjadi kesenjangan kornpetensi pegawai yang ada dengan 

persyaratan kompetensi jabatan yang didudukl, sehingga kinerja/ 

produktivitas belum optimal. lntegritas PNS yang dinilai maslh rendah, serta 

slstem rernunerasi belum layak dan belum berbasis kinerja. Manajernen 

kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat 

dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) 

untuk kaderisasl kepemimpinan. Sistem pemblnaan karier pegawai belum 

dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memilikl prestasl bail<. 

Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada 

perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada 

pengembangan kompetensi belum dapat dlreallsaslkan hampir di seluruh 

jajaran instansi pemerlntah. Perbaikan gajl (remunerasi) masih terkendala 

dengan sistern pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan 

APBN; 

g. In-eflsiensl penggunaan anggaran 

Penggunaan masih dlhadapkan pada beberapa kendala antara lain: 

1) belum terdapat standarisasl sarana dan prasarana PNS yang 

komprehensif, sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum 

terbangun, dan 

2) besarnya blaya operaslonal yang tidak sebandlng dengan kualltas 

pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasllkan ; 

h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong 

kinerja birokrasi 

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatlhan kepemimplnan pegawal PNS 

belum mampu mengawal dan mengakselerasl proses perubahan melalui 

reformasi birokrasl serta belum memberikan kontribusi secara tidak langsung 

bagi kinerja organisasl. 

3. Pelayanan publik maslh belum memilikl kualitas yang dlharapkan 

Beberapa tantangan yang dihadapl terkait dengan permasalahan ini antara lain: 

a. Pelayanan perizinan masih belum berjalan efektif dan efisien 

Proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di 

berbagai instansi, membuat pelayanan perizinan memakan waktu yang lama 

dan biaya yang tinggi. 
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b. Praktek pungutan liar (pungll) dalam pelayanan perlzlnan masih terjadi 

sehingga menghambat iklim usaha dan investasi 

Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan balk, 

karena rnasih banyak blaya-blaya lain yang tidak resml muncul dalam praktik 

pelayanan perlzinan. Karena itu praktik pelayanan perlzinan di Indonesia, 

tidak hanya meme:rfukan waktu yang lama tetapi j uga biaya yang tinggi ; 

c. Praktek manajernen pelayanan publik belum dijalankan dengan balk 

Berbagai aspek manajemen pelayanan pubiik sebagalmana digambarkan 

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

sepertl standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten 

dlimplementasikan,. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kompetensi 

petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta 

penggunaan e-services sebagal sarana pendukung penyelenggaraan 

pelayanan belum merata. 
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BAB III 

ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

A. ARAH KEBDAKAN PEMERINTAH KOTA MADIUN PERIODE 

TAHUN 2015 - 2019 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2015-2019 Kota Madiun 

Pemerintah Daerah telah menetapkan agenda utama dalam pencapaian 

pembangunan daerah yaitu "Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju 

dan Sejahtera". Sedangkan misinya adalah: 

(I) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat ; 

(ii) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

berwlbawa; 

{iii) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik ; 

(iv) Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Dari penyataan di atas dan dengan mempedomani rumusan keterkaitan 

antara visi dan misl dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagaimana telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka rumusan strategi dan arah kebijakan 

dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari 

setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Dalam perumusan 

strategi didasarkan pada kriteria : 

1) strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 

2) menganalisis dan mengevaluasl faktor faktor yang mempengaruhl 

keberhasilan dan iketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan; 

3) mengevaluasl berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), ekstemal 

(peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat. 

Strategl merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program 

indikatlf untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu 

rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed

management). Rumusan strategl berupa pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapal dan selanjutnya diperjelas dengan 

serangkaian arah kebljakan. Penjelasan keterkaitan antara Misl dengan Strategi 

dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Madlun 

Tahun 2015-2019, dapat disajikan sebagaimana tabei dibawah inl. 
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Tabel 3.1 

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD 

Tahun 2015-2019 

Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis pada Partisipasi 

Masyarakat 

No Sasa,..n Stategi Arah Kebijakan 

1 

2 

No 
l 

2 

Meningkatnya partislpasi Meningkatkan partJsipasi Peningkatan partisipasi 
masyarakat dan masyarakat dan masyarakat dan 
pemberdayaan lembaga pemberdayaan lembaga pemberdayaan lembaga 
kemasyarakatan dalam kemasyarakatan dalam kemasyarakatan dalam 
pembangunan pembangunan pembangunan 
Menlngkatnya pemberdayaan Meningkatkan pemberdayaan Peningkatan pemberdayaan 
perempuan untuk perempuan untuk perempuan untuk 
berpartisipasl dalam berpartislpasi dalam berpartisipasl dalam 
pembangunan pembangunan pembangunan 

Misl 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan 

Berwibawa 

Sasaran Stategi Arah Kebijakan 
Menlngkatnya tata kelola Meningkatkan tata kelola Peningkatan tata kelola 
birokrasl dan akuntabilltas birokrasl dan akuntabilitas birokrasi dan akuntabllltas 
kinerja pemerintah daerah kinerja pemerintah daerah kinerja pemerintah daerah 

Menlngkatnya pengelolaan Meningkatkan pengelolaan Peningkatan pengelolaan 
keuangan dan pengawasan keuangan dan pengawasan keuangan dan pengawasan 
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan 
pemerintah daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah 

Misi 3 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik 

No Sasaran Stategi Arah Kebijakan 

1 Meningkatnya aksesibilitas Meningkatkan aksesibilitas Peningkatan aksesibllitas 

dan kualitas pendidikan dan kualltas pendidikan dan kualitas pendldikan 

pada semua jenjang pada semua jenjang 

pendidikan pendidlkan 

2 Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas Peningkatan kualltas 

kesehatan masyarakat kesehatan dan pelayanan kesehatan dan pelayanan 

kesehatan masyarakat kesehatan masyarakat 

3 Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualltas Peningkatan kualltas 

l nfrastruktur, permuklman infrastruktur, permukiman infrastruktur, permukiman 

dan sarana prasarana dan sarana prasarana dan sarana prasarana 

transportasi kota transportasi transportasi 

4 Meningkatnya penataan Meningkatkan penataan Peningkatan penataan 

ruang dan pengelolaan ruang dan pengelolaan ruang dan pengelolaan 

lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup 
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Meningkatkan dan Memeratakan Tingkat t(esej ahteraan 

Masyarakat 

No Sasaran Stategl Arah Kebijakan 

l Meningkatnya iklim Meningkatkan lklim Peningkatan iklim investasi 

1nvestasl yang kondusif investasi yang kondusif yang kondusif serta 
dan penyerapan tenaga serta penyerapan tenaga penyerapan tenaga kerja 

kerja kerja 

2 Meningkatnya kontribusi MeningKatkan kontribusi Penlngkatan kontribusl 

sektor perdagangan besar sektor perdagangan besar sektor perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan eceran, reparasi mobil dan eceran, reparasi mobil 

dan motor serta industri dan motor serta lndustrl dan motor serta lndustrl 

pengolahan terhadap pengolahan terhadap pengolahan terhadap 

perekonomian daerah perekonomian daerah perekonomian daerah 

3 Meningkatnya kontrlbusi Meningkatkan kontrlbusi Peningkatan kontrlbusi 

sektor komunikasi dan sektor komunlkasi dan sektor komunikasi dan 

lnformasl terhadap informasi terhadap informasi terhadap 

perekonomian daerah perekonomian daerah perekonomlan daerah 

4 Terwujudnya stabllitas Menlngkatkan stabllltas Penlngkatan stabilitas 

ketersedlaan pangan dan ketersedlaan pangan serta ketersedlaan pangan serta 

pemerataan kesejahteraan pemerataan kesejahteraan pemerataan kesejahteraan 

masyarakat masyarakat masyarakat 

5 Menlngkatnya kerukunan Meningkatkan kerukunan Peningkatan kerukunan 

dalam kehidupan dalam kehidupan dalam kehidupan 

masyarakat yang masyarakat yang berbudaya masyarakat yang berbudaya 

berbudaya 

6 Meningkatnya keamanan Meningkatkan keamanan Peningkatan keamanan dan 

dan kenyamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan 

lingkungan llngkungan 

2. Isu Strategis Agenda Prioritas Tahun 2015-2019 

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, 

sebagalmana dimuat dalam RPJMD Tahun 2015 - 2019, yang dljadlkan arah 

kebijakan pelaksanaan reformasi blrokrasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Isu Strategis dan Agenda Prioritas 

No Isu Strategls Agenda Prioritas OPD 

1 Reformasi a. Penataan, sinkronisasi dan Bagian Hukum 

Birokrasi harmonisasi dan penguatan payung Sekretarlat 

hukum peraturan perundang- Dearah 

undangan 



2 Akuntabilftas 

Kinerja 

3 Pengawasan 

4 Kelembagaan 

Birokrasi 
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b. Strategi Manajemen Perubahan dan Baglan 

Strategi Komunlkasi 

c. Quick mns RB 

a. Penguatan akuntabillt.as 

lnstansi 

Organisasi 

Sekretariat 

Daerah 

Bagian Hukum 

Sekretariat 

Daerah, 

Dinas 

Penanaman 

Modal, PTSP, 

Koperasl dan 

Usaha Mikro, 

Dlnas 

KeJ'.)endudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

klnerja Bagian 

Organisasl 

Sekretariat 

Daerah 

b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA 

(RKT) 

c. Penyusunan Juknis, Juklak laporan Bagian 

akuntabilitas kinerja 

d. Penyusunan pedoman 

Organisasl 

Sekretarlat 

Daerah 

evaluasl Inspektorat 

laporan akuntabilitas klnerja 

a. Penerapan Sistem Pengendallan Inspektorat 

Internal Pemerfntah (SPIP) 

b. Peningkatan peran Aparat Inspektorat 

Pengawasan Intern Pemerlntah {APIP) 

sebagaJ Quahty Assurance dan 

Consulting 

a. Restrukturisasi/ Penataan 

Fungsi OPD/Unit t<erja 

Tugas dan Bagian 

Organisasl 

Sekretarial 

Daerah 

b Penguatan tugas pokok dan fungsi Bagian 

kelembagaan Organisasl Perangkat Organisasi 

Dae rah Sekretariat 

Daerah 
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5 Ketatalaksanaan a Penyusunan Standar Operaslonal dan Bagian 

Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Organisasi 

Tugas dan Fungsi Sel<reatariat 

Oaerah 

b. Penyelenggaraan admlnistrasi Bagian 

pemerint:ah berbasls teknologi Organlsasl 

informasl Sekretarfat 

Oaerah dan 

c Pembangunan atau pengembangan Olnas 

e-govemment Komunlkasi dan 

Infotmatlka 

d Penguatan, Monitoring dan Evaluasi Olnas 

Ketat:alaksanaan dan Pelayanan Publlk Komunikasl dan 

Informatlka 

Bagian 

Organlsasi 

Sekretariat 

Oaerah 

6 SOM PNS a. Pemenuhan kebutuhan SOM PNS Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

b Penguatan Analisa Jabatan dan Beban Bagian 

Kerja Organisasl 

Sekretariat 

Daerah 

c. Sistem Penataan ASN Sadan 

Kepegawaian 

Daerah 

d Penyusunan Standar Kompetensl Bagian 

Jabatan Manc1jerial (SKM) Organisasi 

Sekretariat 

Daerah 

e Penyusunan Pola Karier Pegawai Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

,. Penilaian/Evaluasi pegawal Sadan 

Kepegawalan 

Oaerah 

g. Assesment individu berdasarkan Sadan 

kompetensl Kepegawalan 

oaerah 
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7 Pelayanan a. Penguatan Kualitas Pe1ayanan publtk Masing-maslng 

Publlk. Perangkat 

Daerah 

b. Pusat Pelayanan Pengaduan Dinas 

Masyarak.at (P3M) termasuk di OPD Komunikasl dan 

lnformatika 

c. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Bagian 

Publlk Organisasi 

5ekretariat 

Da.erah 

d. Pemanfaatan teknologl Informasi Dinas 

dalam menunjang pelayanan publik Komunik.asi dan 

Informatika 

3. Pengarusutamaan Tahun 2015-2019 

Kebijakan pengarusutamaan, sebagalmana dimuat dalam RPJMD 

Tahun 2015-2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan 

pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam hasil pada 

kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan dlarahkan untuk memperkuat 

kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipll, mefalui; 

1) penlngkatan keterbukaan lnformasi dan komunikasi publlk ; 

2) penlngkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan ; 

3) perluasan agenda Reformasl Blrokrasi ; dan 

4) peningkatan kualitas pelayanan publik. 

B. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

Pembangunan di sub bidang aparatur negara diarahkan pada tiga sasaran 

pembangunan yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasl birokrasi, 

yaitu: 

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 

a. Penerapan sistem nilai dan integrltas birokrasi yang efektlf ; 

b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan slnergis ; 

c. Penlngkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas 

keuangan dan kinerja ; dan 

d. Peningkatan faimess, transparansi, dan profeslonalisme dalam pengadaan 

barang dan jasa. 
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2. Birokrasi yang efek:tif dan efisien 

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi: 

a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasl Nasional dan peningkatan kualltas 

implementasinya ; 

b. Penataan kelemba:gaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, 

dan slnergis ; 

c. Penataan proses bisnis yang sederhana, transparan, partisipatlf, dan 

berbasis e-govemment; 

d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetltlf, dan berbasis merit 

untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat ; 

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektlf ; 

f. Peningkatan kualitas kebijakan publik ; 

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi guna 

mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tlnggi, dan 

transformatlve ; 

h. Peningkatan efislensi (belanja PNS) penyeJenggaraan birokrasi ; dan 

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu. 

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 

1) Jmplementasl Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik ; 

2) Pemanfaatan Teknologl I nformasi ; 

3) Integritas dan kualitas SOM Pelayanan ; 

4) Budaya pelayanan ; dan 

5) Quick Wins. 

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik: 

1) Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja ; 

2) Efektivltas pengawasan; 

3) Slstem pengaduan ; 

4) Penerapan penghargaan and sanksi. 

Ketiga sasaran strategls ltersebut memlllki rumusan yang berbeda dengan sasaran 

Reformasi Birokrasi Nasional pada periode Tahun 2010-2014. Namun demlkian, 

keselarasan ketiga sasaran dimaksud dengan sasaran reformasi birokrasl pada 

tahap sebelumnya secara substansi tidak memlllkl perbedaan. 
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Sasaran pertama dan kedua reformasl birokrasl nasional pada Tahun 2010-2014, 

yaitu: 

( 1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan 

(2) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. 

pada dasarnya dirumuskan ulang menjadi sasaran: 

(1) birokrasi yang bersih dan akuntabel ; 

(2) birokrasl yang efektir dan efislen. 

Kedua rumusan sasaran tersebut pada intinya memllikl kesamaan substansi. Hal 

ini pun dilaksanakan pula pada tingkatan Pemerintah Daerah, khususnya Kota 

Madiun. 

C. UKURAN KEBERHASILAN 

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi, telah 

ditetapkan ukuran keberlhasllan dengan indikator-lndikator sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 Kota Madiun 

Sasaran lndikator Satuan Baseline Target 

2019 

Birokrasi yang l. Opini WTP atas laporan % 33 65 

berslh dan keuangan 

akuntabel 2. lingkat Kapabilitas APIP Skor 1-5 1 3 

3. Trngkat kematangan Skor 1-5 l 3 

implementasi SPIP 

4. Skor atas SAKIP % 30 50 

5. Penggunaan e-procurement % 30 80 

terhadap belanja pengadaan 

Blrokrasi yang l. tndeks Reformasl Blrokrasl Skor 1-100 NA 45 

efektif dan Rata-Rata Nasional Skar 1-100 

efisien 2. Indeks profesionalitas ASN Skor 0-4 76 86 

3. Indeks e-govemment 

Nasional 2,2 3,4 

Birokrasi yang 1. Indeks Integritas Pelayanan Skar 0·10 6,82 8,5 

memlllki publik 

Pelayanan Publlk 2. Survey kepuasan masyarakat % 80 95 

berkualitas (SKM) 

3. Prosentase kepatuhan % s 80 

pelaksanaan uu pelayanan 

publlk (zone hij au) 
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D. AREA PERUBAHAN 

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasl blrokrasi sebagaimana disebutkan di 

atas, dltetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area 

tertentu dalam llngkup lbirokrasi diharapkan rnenciptakan kondisi yang kondusif 

untuk rnendukung pencapaian tiga sasaran reformasl birokrasi. 

Area-area perubahan tersebut adalah : 

1. Mental PNS 

Salah satu sumber permasalahan birokrasl adalah perllaku negatif yang 

dltunjukkan dan dipraktlkkan oleh para birokrat. Perilak.u ini mendorong 

terdptanya citra negati f birok.rasl. Perilaku yang sudah menjadi mental model 

blrokrasi yang dlpand1ang lambat, berbelit-belit, tidak lnovatif, tldak peka, tidak 

konsisten, malas, darn lainnya. Karena ltu, fokus perubahan reformasi blrokrasl 

ditujukan pada perubahan mental PNS. Perubahan mental perilaku PNS 

dlharapkan akan rnendorong terclptanya budaya kerja positif yang kondusif 

bagi terciptanya birokrasl yang berslh dan akuntabel, efektrf, dan efisien serta 

mampu rnemberikan pelayanan yang berkualitas. 

2. Pengawasan 

Berbagal penylmpangan yang terjadi dalam birokrasl, salah satu penyebabnya 

adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelernahan slstem pengawasan 

mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang 

semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. 

Karena ltu perubahan perilaku PNS harus pula diarahkan melalui perubahan 

atau penguatan sistem pengawasan. 

3. Akuntabilitas 

Kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber 

yang dlberlkan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkall menjadi 

pertanyaan rnasyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan 

kinerja melalul pelaksanaan keglatan-kegiatan yang mampu menghasilkan 

outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena ltu, perlu diperkuat 

penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasl lebih 

berklnerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan 

segala sumber-sumber yang dipergunakannya. 

4. Kelembagaan 

Peraturan oaerah Kata Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah yang telah diimplementasikan sampai dengan 

Tahun 2017 ini perlu mendapatkan evaluasi. Pembentukan struktur yang belum 

sesual beban kerja pada masing-masing perangkat daerah sehingga masih ada 

kesenjangan beban kerja antar bidang. 
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Walaupun pembentukan tlpe kelembagaan perangkat daerah sudah sesuai 

dengan urusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kal1 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Namun pembentukan 

yang tldak didahului dengan Analisa Jabatan yang menyebabkan kesenjangan 

antar bidang di dalam satu Perangkat Daerah, contohnya dalam 1 (satu) 

bidang yang terdlri dari 2 (dua) seksi terdapat 1 (satu) seksi yang beban 

kerjanya berat dan 1 (satu) seksl dengan beban kerja yang ringan. Oleh karena 

itu dlharapkan adanya evaluasl kelembagaan yang memungkinkan adanya 

perubahan struktur kelembagaan dalam rangka mendorong eflsiensl, efektlvltas 

dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam blrokrasi. 

Perubahan struktur tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya 

budaya/perllaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasl yang 

efektlf dan eflsien. 

5. Tatalaksana 

Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana dalam instansl pemerintah juga 

sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang 

seharu.snya dapat dilakukan sec.ara cepat seringkali haru.s berjalan tanpa proses 

yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian 

mendorong terclptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada 

birokrat/PNS. Karena itu, perubahan pada slstem tata laksana sangat 

diperlukan dalam rangka mendorong eflslen.si penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan, sekaligu.s juga untuk mengubah mental PNS. 

6. SOM PNS 

Perilaku PNS sangat dipengaruhl oleh bagaimana setiap instansi pemerintah 

membentuk sumber daya manusianya melalui penerapan slstem manaJemen 

dan bagaimana Sistem Manajemen Sumber Daya Manusla dlterapkan sec.ara 

nasional. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang tidak diterapkan 

dengan baik mulal dari perencanaan pegawal, pengadaan, hingga 

pemberhentlan akan berpotensi menghasilkan Sumber Daya Manusla yang 

tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan. Oleh karena itu, perubahan dalam pengelolaan 

Sumber Daya Manusia harus selalu dllakukan untuk memperoleh sistem 

manajemen Sumber Daya Manusia yang mampu menghasilkan pegawai yang 

profesional. 
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7. Peraturan Perundang-undangan 

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif 

PNS adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tlndlh, dlsharmonis, 

dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka 

kemungkinan penyimpangan. Kond\sl seperti lnl seringkall dlmanfaatl<.an o\eh 

PNS untuk kepentlngan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu 

dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang

undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. 

8. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan aspek yang selalu menjadi sorotan masyarakat. 

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu 

mendorong pen\ngkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, nyaman, 

aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas 

pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap slstem manajemen 

pelayanan publik agar mampu mendorong peningkatan profesionallsme para 

penyedia pelayanan serta peningkatkan kualltas pelayanan. 

Intl dari reformasl blrokrasi adalah perubahan pada mental PNS. Tetapi 

perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang 

ditujukan langsung kepada PNS, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh 

sistem yang melingkupi PNS. 

Hasil yang dlharapkan darl perubahan pada area-area dlmaksud di atas adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Arah Perubahan dan Hasil yang diharapkan 

No Arah Hasil yang diharapkan 

Perubahan 

l Mental PNS ✓ Meningkatnya penerapan/intemalisasi asas, pnns1p, nilai 

dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan 

budaya kinerja dan budaya pelayanan ; 

✓ Meningkatnya penerapan budaya kelja positif di setiap 

instansl pemerintah ; 

✓ Meningkatnya lntegritas PNS ; 

✓ Meningkatnya profesionalisme PNS ; 

✓ Meningkatnya citra positJf PNS sebagai pelayan 

masyarakat ; dan 

✓ Meningkatnya kepuasan masyarakat. 

2 Pengawasan ✓ Meningkatnya kemampuan APIP ; 

✓ Menlngkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis ; 
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✓ Meningl<atnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan 

yang berslh dan bebas KKN ; 

✓ Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi ; 

✓ Menurunnya tingkat penyimpangan oleh PNS ; dan 

✓ Meningl<atnya j umlah instansl pemerintah yang 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecuallan darl Sadan 

Pemeriksa Keuangan. 

✓ Meningl<atnya kualitas penerapan sistem ak.untabllitas 

keuangan da:n kinerja yang terintegrasi ; 

✓ Meningkatnya kualitas penerapan slstem pengadaan barang 

dan jasa yang adll, transparan, dan profesional ; 

✓ Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja ; dan 

✓ Meningkatnya akuntabilitas PNS. 

4 Kelembagaan ✓ Meningl<atnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi 

birokrasi; 

✓ Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan 

sinergisme/keslnergisan kelembagaan Perangk.at Daerah ; 

✓ Menurunnya tumpang tindlh tugas dan fungsi antar 

Perangk.at Daerah/Unit Kerja ; 

✓ Meningkatnya kejelasan pembaglan kewenangan antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/k.ota ; 

✓ Menlngkatnya sinergisme kelembagaan antara Perangk.at 

Daerah; 

✓ Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan 

pada masing-masing bidang pembangunan ; dan 

✓ Menlngkatnya klnerja PNS. 

S Tata Laksana ✓ Meningkatnya penerapan sistern, proses dan prosedur kerja 

yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, transparan, 

partisipatlf, dan berbasis e-Govemment; 

✓ Meningk.atnya kualitas tata hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah ; 

✓ Meningkatnya penerapan keterbukaan informasl publlk ; 

✓ Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan 

jasa secara elektronik ; 

✓ Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang 

handal; dan 

✓ Menlngkatnya kualitas pelayanan. 

6 Sumber Daya ✓ Meningkatnya kemampuan unit yang mengeiola Sumber 

Manusia PNS Daya Manusia untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia 

yang kompeten dan kompetitlf ; 
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✓ Menlngkatnya kepat;uhan instansi untuk penerapan 

manajernen Sumber Daya Manusia yang berbasls merit ; 

✓ Meningkatnya jumlah lnstansi yang mampu menerapkan 

manajemen kinerja individu untuk mengldentifikasi dan 

meningkatkan kompetensl Sumber Daya Manusia ; 

✓ Menlngkatnya jumlah lnstansl untuk membentuk talent pool 

(kelompok suksesi) untuk pengembangan karler pegawal di 

Hngkungarinya ; 

✓ Menlngkatnya jumlah lnstansl yang mampu mewujudkan 

sistem informasl manajemen Sumber Daya Manusla yang 

terintegrasf di llngkungannya ; 

✓ Menlngkatnya penerapan slstem pengembangan 

kepemimpinan untuk perubahan ; 

✓ Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam 

Manajamen Sumber Daya Manusia PNS ; dan 

✓ Meningkatnya profesionallsme PNS. 

✓ Meningkatnya keterlibat:an publlk dalam proses perumusan 

kebijakan; dan 

✓ Meningkatnya kualitas reguJasi yang melindungi, berpihak 

pada publik, harmonis, tlcfak tumpang tindlh dan 

mendorong ikllm kondusif bagi publlk. 
----------1 

✓ Menlngkatnya sistem monitoring dan evaluasl terh;:idap 

kinerja pelayanan publik ; 

✓ Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan 

dan harapan masyarakat ; dan 

✓ Meningkatnya profesionallsme PNS. 
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BAB IV 

STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 

A. STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam dua tmgkatan pelaksanaan, yaitu: 

1. Nasional 

Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasl birokrasi dlbagi ke dalam tlngkat 

pelaksanaan: 

a. Makro 

lingkat pelaksanaan makro mencakup perumusan atau penyernpurnaan 

kebijakan yang menjadi dasar bagl pelaksanaan reforrnasi blrokrasl secara 

naslonal dan dlimplementasikan di rnasing-maslng instansi pemerintah. 

b. Meso 

lingkat pelaksanaan rneso rnencakup manajemen pelaksanaan reformasi 

birokrasi, yang mendorong perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, 

menerjemahkan kebijakan rnakro dalarn implernentasinya, dan 

mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reforrnasi 

birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah. 

2. Instansional 

Pada tingkat instansionai, disebut juga dengan tingkat peiaksanaan mlkro, 

mencakup implementasi kebijakan/program reformasi blrokrasi sebagaimana 

dlgarlskan secara nasional dan menjadi baglan dari upaya percepatan reformasi 

birokrasi pada masing-maslng Pemerintah Daerah. 

Tabel 4.1 

Tingkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Madiun 

Makro Perumusan atau penyempumaan kebijakan yang menjadi 

dasar bagi pelaksanaan reformasl birokrasl secara nasional 

dan diimplementaslkan di maslng-masing instansi 

pemerintah. 

Tingkat Meso Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 

Nasional operaslonallsaslnya, yang mendorong kebijakan-kebijakan 

inovatif, menerjemahkan kebijakan makro dalam 

lmplementasinya, dan mengkoordlnasikan (mendorong 

dan mengawal) pelaksanaan reformasi b1rokras1 di tingkat 

Pemerintah Daerah. 

Tingkat Mikro Implementasl kebijakan/program reformasi birokrasi 

Instans ional sebagalmana digarlskan secara nasional dan menjadi 

baglan dari upaya percepatan reformasi birokrasl pada 

masing-masing Pemerlntah Daerah. 
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8. PROGRAM-PROGRAM 

Program-program reformasi b1rokrasi, baik dalam tingkatan Makro, Meso, maupun 

Mikro adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

PROGRAM-PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 

Program-program pada Program-program pada Program-program 

tingkat Makro tingkat Meso pada tingkat Mikro 

Revolusl Mental Manajemen Perubahan Manajemen Perubahan 

Penguatan Sistem Monitoring, Evaluas!, clan Penguatan Sistem 

Pengawasan Pelaporan Pengawasan 

Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilit.as 

Klnerja Kinerja 

Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan 

Penguatan Tata L.aksana Penguatan Tata laksana 

Penguatan Sistem Penguatan Sistem 

Manajemen Sumber Daya Manajemen SDM PNS 

Manusla PNS 

Penguatan Peraturan Penguatan Peraturan 

Perundang-undangan Perundang-undangan 

Penlngkatan Kualltas Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Pelayanan Publlk 

Quick Wins Nasional Quick Wins 
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BABV 

PROGRAM QUICK WINS 

Program quick wins dilakukan dalam rangka memberlkan dampak positif jangka 

pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome darl langkah

langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. 

A. PROGRAM QUICK WINS R£FORMASI BIROKRASI 

Secara nasional, pemerintah pusat melaksanakan program quick wins reformasl 

birokrasi. Program inl menyeluruh sampai dengan Pemerintah Daerah, yang 

mellputi: 

1. Kampanye gerakan nasional revolusl mental bidang aparatur Negara. 

Kampanye akan dllakukan dengan menggunakan berbagal sarana komunlkasl, 

yang dlharapkan dapat menjangkau seluruh lini pemerintahan dan laplsan 

masyarakat. Tujuannya untuk mengakselerasi perubahan mindset PNS dari 

budaya priyayi ke budaya melayanl dan memberikan pesan kepada masyarakat 

tentang tekad pemerintah untuk hadir dan memberlkan pelayanan publik yang 

lebih baik. 

2. Penetapan Perangkat Daerah yang efektif, eflsien, dan akuntabel. 

Semua Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan selalu 

dllakukan audit organisasi. Tujuannya adalah memastikan Perangkat Daerah 

yang efektif dan eflsien dapat segera dltetapkan dan beroperasi. 

3. Penguatan manajemen PNS yang transparan, kompetitif, berintegritas, dan 

berbasls merit. 

Dllakukan melalui penetapan Peraturan Pemerintah sebagal pelaksanaan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelaksaan 

Kerja dan Jaminan Kematlan bagi Pegawal ASN 

2) Peraturan Pemerlntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal 

Negeri Sipil 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh 

Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil 

Selanjutnya Peraturan Pemerlntah tentang Jaminan Hari Tua dan Peraturan 

Pemerintah tentang Korp Pegawal ASN masih dalam tahap rancangan. 

Tujuannya adalah agar implementasi manajemen ASN yang transparan, 

kompetltif, berintegritas, dan berbasis merit dapat segera dlwujudkan. 
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4. Penuntasan permasalahan khusus rekrutmen ASN. 

Permasalahan khusus pertama, tenaga honorer K2 {TH Kl) berjumlah 648.104. 

Permasalahan khusus kedua, rekrutmen calon Pegawal Negeri Sipil pelamar 

umum di Papua dan Papua Barat. 

5. Percepatan operasionalisasl Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk 

memperkuat penerapan slstem merit dalam pengangkatan pejabat pimplnan 

tinggi. 

Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Komisi Aparatur Slpil Negara dibentuk untuk mengawasi penerapan Nila! Dasar 

Aparatur Slpil Negara, pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, dan memastikan penerapan sistem merit dafam 

pengangkatan pejabat pimplnan tinggi pada semua Instansi Pemerintahan. 

Pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) orang anggota Komis! Aparatur Sipl l 

Negara dengan Keputusan Preslden Nomor 141/M/2014 tentang Pengangkatan 

Anggota Komis! Aparatur Sipil Negara (KASN), dan pada 27 November 2014 

pimpinan dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara telah difantik ofeh Presiden. 

Untuk percepatan operasionalisasi Komisl Aparatur Slpll Negara pada kurun 

waktu Tahun 2014-2019 perlu dilakukan percepatan berikut: 

1) Penguatan Sekretariat dan Staf Fungsional Komisl Aparatur Sipif Negara; 

2) Penyedlaan ruang kantor, peralatan, dan perlengkapan; 

3) Pelaksanaan promosi tentang pelaksanaan Nilai Dasar, Kade Etik, dan Kade 

Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pengawasan pelaksanaannya 

pada lnstansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 

4) Pengembangan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif melalui 

kerjasama dengan kantor regional BKN dan perangkat Gubernur sebagai 

perwakilan pemerintah pusat. 

Operaslonalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara penting agar anggota Komisi 

Aparatur Sipil Negara dapat segera menjalankan tugas dan kewenangannya 

dengan optimal guna menjamin pengangkatan pejabat pimpinan tinggi di 

berbagai kementerian dan daerah dilakukan sesuai dengan sistem merit 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

6. Penguatan pelayanan publik di Peiayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl 

mendorong pelayanan perlzinan yang disetenggarakan di pelayanan terpadu satu 

pintu dengan tujuan terwujudnya model pelayanan terpadu satu pintu. 



- 28-

7. Kompetisl lnovasl pelayanan publlk nasional untuk mengakselerasl penlngkatan 

kualitas pelayanan public. 

Untuk mendorong dan mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

mendorong pelaksanaan satu lnstansl, satu inovasi (One Agency One Innovation) 

dengan menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publlk. 

8. Penguatan akuntabilitas kinerja dan integritas instansi pemerintah dilakukan 

melalui evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja, evaluasl terhadap unit kerja 

pelayanan pada Pemerintah Daerah yang telah mencanangkan Zona Integritas, 

serta penerbitan kebljakan tentang perjanjian kfnerja dan pelaporan klnerja. 

Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan 

evaluasl terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 

oleh seluruh Pemerintah Daerah. 

Sebagai upaya pencegahan korupsi, Pemerintah menerbitkan kebijakan 

penerapan Zona Integritas di setiap Pemerintah Daerah. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjlan Kinerja, Pelaporan Klnerja, dan Tata cara 

Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah. Kebijakan ini merupakan 

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Klnerja lnstansi Pemerintah. 

9. Peningkatan efektlvitas dan eflsiensi penyeienggaraan pemerintahan dilakukan 

melalui penerbitan surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang penghematan kegiatan operasional, penggunaan 

sarana dan prasarana, dan pemanfaatan produk dalam negeri antara lain: 

1) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisensi 

Kerja Aparatur 

2) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, dan 

Negara dan Reformasi 

Pembatasan Kegiatan 

3) Surat Edaran Menter! Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Blrokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana 
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Untuk menlngkatkan perekonomlan, efislensl, dan efektivitas dalam penyediaan 

dukungan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama 

dalam kaitan dengan penggunaan utilitas, sumber daya/produk dalam negeri, 

dan penerapan prlnsip kesederhanaan dalam semua keglatan seremonial dan 

kegiatan pemerintahan lainnya. 

8. PROGRAM QUICK WINS KOTA MAOIUN 

Program Quick Wins Reformasi Birokrasl Pemerintah Daerah merupakan program

program yang secara kewllayahan Kota Madiun dlpandang strategis dan memilikl 

dampak pcsttlf secara langsung bagi perbaikan birokrasi. Program quick wins Kota 

Madiun, harus menjadi program quick wins instansional/Perangkat Daerah sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Contoh-contoh program quick w,nsKota Madlun antara lain mellputi: 

1. Dokumentasi hukum secara elektronik (!:-doc) Sistem Jarlngan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (SJDIH), dilaksanakan oleh Baglan Hukum Sekretariat Daerah 

Kota Madiun, sehingga secara langsung masyarakat yang membutuhkan akan 

dapat merasakan kemudahan yang didapatkan dengan mengakses web 

Pemerintah Kota Madlun mendapatkan produk-produk hukum yang diharapkan. 

2. Peningkatan pelayanan perizlnan, dilaksanakan oleh Dlnas Penamanan Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mlkro. Program yang akan 

dijalankan berupa : 

1} Penyebarluasan dan sosiallsasi berbagai informasl perizinan ; 

2) Peningkatan ketrampilan dan profesionallsme sumber daya manusia 

perizinan ; dan 

3) Penambahan Sistem lnformasi Manajemen perizlnan online. 

Program tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

rangka mengurus perizinan yang dibutuhkan, sefain ltu masyarakat akan 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan darl sumber daya manusia petayanan 

yang terdidik dan berdedlkasi. 

3. Pelayanan administrasi kependudukan secara keliling (mobl!lng), dllaksanakan 

oleh Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipll. Masyarakat akan mendapatkan 

pelayanan yang lebih mudah, cepat, murah, dekat dan berkekuatan hukum atas 

kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipll. 
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C. PROGRAM QUICK WINS INSTANSIONAL PERANGKAT DAERAH 

Program Quick Wins Reformasi Birokrasl Tnstansional adalah program quick wins 

yang dltetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing lnstansi atau Perangkat 

Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memllih quick wins yang sejalan dengan 

bldang tugas utamanya, terutama yang berkaltan dengan pelayanan masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang telah dilakukan 

oleh maslng-masing instansl. Program dan kegiatan dapat dirancang dan 

dllaksanakan sebagai lnovasl Perangkat Daerah atas pelayanan kepada masyarakat. 
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BAB VI 

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 

A. Program, Kegiatan, Hasil yang Diharapkan dari Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi pada Tingkat Makro 

Hasil yang dlharapkan, lndikator keberhasilan, kegiatan serta lnstansi terkait dalam 

pelaksanaan keglatan dalam Jingkup program-program Reformasi Blrokrasi dapat 

dillhat dalam tabel di bawah lnl. 

Tabet 6.1 

Hasii Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Revolusi Mental Aparatur 

Hasil yang 

diharapkan 

Meningkatnya 

kepuasan 

Indikator Kegiatan Pihak yang 

terkait 

- Survey 1. Penyempumaan penerapan Maslng-maslng 

Kepuasan Standar Pelayanan pada unit kerja Perangkat 

masyarakat/ Masyarakat maslng-maslng Perangkat Oaerah Daerah 

Bagian 

Organisasi 

Sekretariat 

publlk atas - Indeks 

pelayanan 

pegawal 

Aparatur Slpil 

Negara 

Integritas 

2. Monitoring dan evaluasi penerapan 

Standar Pelayanan pada masing

masing unit kerja 

Oaerah 

3. Evaluasi dan pelaporan percepatan Bagian 

penerapan 5PM 

4. Pusat Pelayanan 

Masyarakat (P3M) 

Perangkat Oaerah 

5. Survey kepuasan 

masyarakat 

Pengaduan 

termasuk di 

layanan 

Organisasi 

Sekretariat 

oaerah 

Oinas 

Komunikasi dan 

Informatlka 

Bagian 

Organisasi 

Sekretariat 

Oaerah 

6. Pengembangan SJstem teknologi Dlnas 

informasi (pengembangan Komunikasi dan 

e-procuremenf) Informatika 

7. Pemellharaan sistem teknologi Dlnas 

lnformasi (maintenance aplikasi Komunikasi dan 

berbasls web) Informatika 
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8. Monitoring dan evaluasl slstem Dinas 

teknologi informasl (pemeliharaan Komunlkasi dan 

media on fine) lnformatika 

9. Pembinaan Kelompok Budaya Bagian 

Klnerja Organisasl 

Sekretariat 

Oaerah 

10. Pembinaan Kooe etik pegawal Badan 

Kepegawaian 

Oaerah 

Tabel 6.2 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Penguatan Sistem Pengawasan 

Hasil yang 
diharapkan 

Indikator Kegiatan Pihak yang 
terkait 

Meningkatnya 

Instansl 

Opfnl Wajar 1. Perumusan dan penetapan Inspektorat 

Tanpa kebijakan untuk mendorong sinergl 

Pemerintah Pengecualian 

yang 

memperoleh 

Oplni Wajar 

Tanpa 

Pengecualian 

dari Badan 

Pemeriksa 

Keuangan 

Meningkatkan L llngkat 

kapasitas 

manajemen 

pengawasan 

kapabflitas 

Aparat 

Pengawasan 

Intern 

Pemerintah 

(APIP) 

2. TTngkat 

kematangan 

fmplementasl 

antara pengawasan Intern, 

pengawasan ekstem, pengawasan 

masyarakat, dan penegakan hukum 

2. Perumusan dan penetapan 

kebijakan untuk mendorong 

peningkatan transparansl dalam 

pengawasan dan pengelolaan 

tindak lanjut hasll pengawasan 

3. Perumusan dan penetapan 

kebijakan untuk mendorong 

penyusunan rencana pengawasan 

intern nasional terpadu dan 

terfukus 

1. Monitoring pelaksanaan Slstem Inspektorat 

Pengendalian Intern Pemerintah 

2. Penguatan Sistem Pengendallan 

Intern Pemerintah 

3. Penguatan sumber daya manusla 

Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (mengirim sumber daya 

manusia Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah dan mendatangkan 

int;ruktur Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah) 
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Sistem 4. Penguatan kapabilitas Aparat 

Pengendalian Pengawasan Intern Pemerintah 

Intern 5. Pelaksanaan pengawasan internal 

Pemerintah secara berkala 

Tabel 6.3 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Hasil yang Indikator Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

MeningKatnya Instansi 1. Penguatan akuntabliitas klrierja Bagian 

kinerja lnstansl Pemerintah lnstansl Organisasi 

pemerintah dengan Sekretarfat 

Akuntabilitas Daerah 

Klnerja Balk 2. Penyusunan Rencana Kerja Sadan 

Tahunan (RKT) Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

3. Peny1.1sunan Juknfs, Juklak laporan Baglan 

akuntabilitas klnerja Organisasi 

Sekretariat 

Daerah 

4. Penyusunan pecloman evaluasl lnspektorat 

akuntabilitas klnerja 

5. Pelatihan/bimtekfsosialiasl lnspektorat 

penyusunan laporan akuntabllltas 

kinerja 

6. Evaluasl laporan kemaJuan lnspektorat 

penyusunan LAKlP sesuai dengan 

NSPK (reword} 

Tabel 6.4 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberbasilan, Kegiatan serta Pihak 

Terkait dalam Pelak:sanaan Reformasi Birokrasl dalam Lingkup Program 

Kelembagaan 

Hasil yang Indikator Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Terwujudnya 1. Kelembagaan 1. Evaluasi dan Monitoring Bagian 

kelembagaan yang tepat fungsl Kelembagaan Organ Isa sf 

pemerintahan yang dan tepat ukuran 2. Penataan Kelembagaan Sekretariat 

tepat ukuran, tepat 2. Indeks 3. Penyusunan Regulasi Daerah 

fungsl, tidak Kelembagaan Kelembagaan 



- 34-

tumpang tlndih dan 4. Pembinaan tugas pokok 

bersinergi antar dan fungsl kelembagaan 

lnstansi, sehingga 

mampu mendorong 

upaya perwujudan 

tata pemerintahan 

yang balk 

Tabel 6.5 

Hasil Yang Dlharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Penguatan Ketatalaksanaan 

Hasil yang 

diharapkan 

Terwujudnya 

ketatalaksanaan 

yang efektlf 

Indikator 

Lo Prosentase 

Standar 

dan Operasional 

efisien dalam rangka Prosedur 

mendorong upaya ketatalaksanaan 

perwujudan tata menfngkat 

pemerintahan yang 2. Prosentase 

balk Perangkat 
Daerah 

tertlb 

yang 

Kegiatan Pihak yang 
terkait 

1. Blmblngan Tekn1s Baglan Organlsasl 

Penyusunan Standar Sekretariat Daerah 

Operaslonal Prosedur Kota Madiun 

penyelenggaraan 

tugas dan fungsi 

2. Penyusunan atau Bagian Organisasl 

revisi Standar Sekretariat Daerah 

Oper.isional Prosedur Kota Madiun 

penyelenggaraan 

tugas dan fungsl 

ketatalaksanaan 3. Evaluasl dan Bagian Organisasi 

Terwujudnya Indeks 

ketatalaksanaan e-Govemment 
yang berbasis 

elektronlk yang 

merweluruh dan 

terpadu 

penyempumaan Sekretariat Daerah 

Standar Operasional Kota Madiun 

dan Prosedur 

4. Dokumentasi Standar Bagian Organisasi 

Operasianal dan Sekretariat Daerah 

Prosedur Kata Madiun 

S. Evaluasi 

Publik 

6. Pemblnaan 

evaluasi 

Pelayanan Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah 

Kata Madiun 

dan Baglan Organlsasl 

Sekretarlat Daerah 

Ketatalaksanaan Kata Madlun 

l. Implementasl aplikasi 

perkantoran 

"SIMAYA" (Pelatihan 

e-office) 

Dlnas Komunikasi 

dan Informatlka 
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2. Penyusunan Dinas Komunlkasl 

peraturan walikota dan Informatlka 

tentang 

penyelenggaraan 

e-officef semi 

paperless on line 

3. P-enyiapan sarana Dinas Komunikasi 

prasarana e-gov dan Informatika 

(software, hardware 

dan jaringan) 

4. Penyusunan Dlnas Komunikasi 
Teknologf Informasl dan Informatika 

master plan 

5. Penyusunan Dlnas Komunikasi 

Peraturan Walikota dan lnformatika 

tentang 

Penyelenggaraan 

e-gov 

6. lntegrasi s1stem Dmas Komunikasi 

informasi dan Informatika 

Tabel 6.6 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

Hasil yang Indikaitor Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Memngkatnya lndeks 1. £-formasl Sumber Daya Sadan 

profesionalisme Profesionalitas Manusia Aparatur Kepegawaian 

Sumber Daya Daerah 

Manusia 2. Rekrutmen dengan sistem Sadan 

Aparatur Computer Aided Test (CAT) Kepegawaian 

Daerah 

3. Soslalisasi dan Pemblnaan Bagian Organisasi 

Analisa jabatan dan Beban Sekretariat Daerah 

Kerja 

4. Penyusunan atau Bagian Organisasi 

penyempurnaan Analisa Sekreatariat 

Jabatan dan Behan Kerja Daerah 

Semua OPD/ Unit Kerja 

5. Penyusunan regulasi Analisa Bagian Organ Isa sf 

jabatan dan beban kerja Sekretariat Daerah 
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6. Sosialisasi t,asll penyusunan Bagjan Organisasi 

dan penyempumaan analisa Sekretarlat Daerah 

jabatan dan beban kerja 

7. Evaluasi dan Monitoring Hasil Bagian Organisasi 

Analisa Jabatan dan Beban Sekretariat Daerah 

Kerja 

8. Evaluasl jabatan (Penyusunan Bagian Organisasi 

dan Penyempurnaan evaluasl Sekretarlat Daerah 

Jabatan dan Penetapan nilal 

dan kelas jabatan Oob 

grading) berdasarkan evaluasi 

Jabatan) 

9. Penataan pegawal Sadan 

mendasarkan kompetensl dan Kepegawafan 

kualifikasi Jabatan Daerah 

10. Unit training competent (UTC) Sadan 

untuk pelaksanaan Pendldikan Kepegawalan 

dan Pelatihan pegawai Daerah 

11. Penyusunan SIMPEG yang Sadan 

terintegrasr Kepegawalan 

12. Penyusunan 

Kompetensi 

Manajerial (SKM) 

Daerah 

Standar Baglan Organisasl 

Jabatan Sekretariat Daerah 

Pola karier 1. Penyusunan pola karier dan Sadan 

PNS rert.ata pemetaan potensl PNS Kepegawalan 

Daerah 

2. Implementasf pola karier PNS Sadan 

3. Penyusunan regµlasi 

penilaian/ evaluasi pegawai 

Kepegawaian 

Daerah 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

4. Sosialisasl dan Implementasl Badan 

penilaian/ evaluasl pegawai 

5. Monitoring dan evaluasl 

pelaksanaan 

Kepegawalan 

Daerah 

Sadan 

Kepegawalan 

Daerah 

6. Penyelenggaraan assesment Sadan 

individu berdasarkan Kepegawalan 

kompetensl Daerah 
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Tabel 6.7 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelak.sanaan Reformasi Birokrasi dalam Ungkup Program 

Peraturan Perundang-undangan 

Hasll yang Indikator Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Menlngkatnya Nilal 1. Kajian Peraturan perundang· Baglan Hukum 

kualrtas Indeks undangan daerah terhadap Sekretarfat 

peraturan Reformasi peraturan perundang-undangan Daerah 

perundang- Birokrasi yang baru, leblh tinggi dan 

undangan Balk keserasian antar peraturan 

perundang-undangan daerah 

2. Publikasi peraturan perundang- Bagian Hukum 

undangan (Slstem jaringan Sekretariat 

dokumentasi dan lnformasl Hukum Daerah 

(SJDIH) 

Tabel 6.8 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Hasil yang Indikator Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Menlngkatkan Hasll survey 1. Survey kepuasan layanan Bagian Organlsasl 

kualitas kepuasan rnasyarakat Sekretarlat 

pelayanan publlk masyarakat Daerah 

2. Penyempurnaan Maslng-maslng 

Penerapan Standar Perangkat Daerah 

pelayanan pada unit kerja 

rnasing-masing Perangkat 

Daerah 

3. Monitoring dan evaluasi Bagian Organisasi 

penerapan Standart Sekretariat 

Pelayanan pada rnaslng- Daerah 

masing unit kerja 

4. Evaluasi dan pelaporan Bagian Organlsasl 

percepatan penerapan Sekretariat 

5PM Daerah 



Meningkatkan 

kapasltas 

manajemen 

penyelenggaraan 

pelayanan publlk 
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Hasil evaluasl 1. Penyusunan kebij akan Baglan Organlsasl 

kinerja pelayanan publlk Sekretariat 

penyelenggaraan 2. Penguatan kebljakan Daerah 

pelayanan publlk untuk mendorong forum 

konsultasl publlk dalam 

rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan publlk, 

pengembangan slstem 

publlkasi lnformasl 

proaktif yang dapat 

diakses dengan bahasa 

yang mudah dlpahaml dan 

pengembangan website 

yang berinteraksl dengan 

masyarakat 

Tindal< lanjut 1. Pusat Pelayanan 

Masyarakat pengaduan 

pelaya nan publik 

Pengaduan 

(P3M) termasuk di 

Perangkat Daerah 

Pub/le Servk;e 1. Perumusan kebijakan 

Dinas Komunikasl 

dan Informatlka 

Baglan Organisasl 

Index 2. Bimbingan teknis kebijakan Sekretariat 

dan metode survey Daerah 

B. Program, Kegiatan, Hasil yang Diharapkan dari Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi pada Tingkat Meso 

Hasil yang dlharapkan, lndlkator keberhasllan, kegfatan serta lnstansi terkait dalam 

fingkup Program Manajemen Perubahan dan Program Monitoring, Evaluasl, dan 

Pelaporan dapat dillhat pada tabel dibawah inl. 

Tabel 6.9 

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reforrnasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Manajemen Perubahan 

Hasil yang Indjkator Keglatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Meningkatnya Nila! lndeks 1. Perumusan dan penetapan kebijakan Bagi,m 

komitmen Reformasl untuk mendorong penlngkatan Organlsasi 

Pemda dalam Birokras1 komltmen pelaksanaan reformasl Sekretariat 

melakukan Baik birokrasl Daerah 

reformasi 

birokrasl 
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2. Perumusan dan penetapan kebljakan 

operas1onaf untuk mendorong 

pelaksanaan reformasl birokrasi 

3. Soslalisas;i ke dalam secara 

berkelanjutan 

4. Pelaksanaan pemblnaan 

5. Konsultasl pelaksanaan reformasl 

birokrasl 

Tabel 6.10 

Hasil Yang Diharapkan, lndikator Keberhasilan, Kegiatan, serta Pihak 

Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program 

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Penilaian 

Hasil yang Indikator Kegiatan Pihak yang 

diharapkan terkait 

Meningkatnya Nila! Indeks 1. Monitoring lim Reformasl 

keberhasllan Reformasl Blrokrasi 

pelaksanaan Birokrasi Balk 2. Evaluasl (setiap tahun sekall) lim Reformasl 

reformasi Birokrasi 

birokrasi 3. Evaluasl menyeluruh (pada semester lim Reformasi 

kedua 2019) Birokrasi 

4. Pelaporan Tim Reformasi 

Birokrasi 

5. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi lim Penilaian 

Mandiri 

Reformasl 

Blrokrasi 

(PMPRB) 

C. Program, Kegiatan Hasil yang Diharapkan dari Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi pada Tingkat Mikro 

Pelaksanaan program dan keglatan di rnaslng-masing kernentertan/lembaga 

dan pemerintah daerah satu sarna tarn dapat berbeda, disesuaikan dengan 

karakteristik masing-masing instansi dan kemajuan yang telah diperoleh selama 

masa pelak.sanaan reformast birokrasi pada periode sebelumnya. 

Pelaksanaan reformasi birokrasl pada tlngkat mlkro menglkuti langkah-langkah 

umum, sebagai berlkut: 

1. AssesmentOrganlsasl 

Penilaian terhadap kondisi organlsasl saat lni 
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2. Kondlsl Yang dlinginkan 

Penilaian terhadap kondisl organisasi yang dlinginkan 

3. Identifikasl permasalahan 

Identifikasi permasalahan yang menjadi kesenjangan antara kondlsi saat lnl 

dengan kondisi yang diharapkan 

4. Rencana aksi perubahan 

Penyusunan rencana perubahan untuk memecahkan berbagai perrnasalahan 

agar organisasl dapat mencapal kondisl yang dlharapkan 

5. Road Map Reformasl Blrokrasi Instansi Pemerintah menuju terwujudnya blrokrasi 

yang berkinerja tinggi 

Agar setiap instansi pemerintah dapat mengembangkan pola yang lebih sesuai 

dengan karakteristiknya masing-masing da1am melaksanakan reformasi birokrasi, 

maka diberikan kebebasan kepada setiap lnstansi pemerintah untuk 

mengembangkan model pelaksanaan reformasl birokrasinya maslng-masing. Karena 

itu, setlap tnstansi pemerintah dapat menetapkan prioritas-prioritas program dan 

keglatan sesual dengan kebutuhannya, atau bahkan membuat inovasi-inovasl yang 

dipandang dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan reformasl birokrasi di 

instansinya. 

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diikuti sebagai berikut: 

1. Rencana Aksi dalam road map yang disusun tetap didasarkan pada lingkup 

program-program reformasi birokrasi, yaitu: 

a. Manajemen Perubahan ; 

b. Penguatan Slstem Pengawasan ; 

C. Penguatan Akuntabilitas Klnerja ; 

d. Penguatan Kelembagaan ; 

e. Penguatan Tatalaksana ; 

f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN ; 

g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan ; 

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ; dan 

1. Quick Wins. 

2. Rencana Aksi dalam road map yang disusun harus selaras dengan program-

program reformasi birokrasl pada level makro. 
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3. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus rnengikuti beberapa prioritas nasional, 

yaltu: 

Tabel 6.11 

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kota Madlun 

NO AREA PROGRAM KEGIATAN 

PERUBAHAN 

1 Manajemen Penyusunan Strategi 1. Pembentukan Tim Manajemen 

Perubahan Manajemen Perubahan 

Perubahan dan 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasl 

Strategl Komunikasi 3. Monitoring dan Evaluasl Rencana Aksl 

Reformasi Btrokrasi 

4. Penlla!an Reformasl Birokrast 

2 Penguatan Penerapan Sistem l. Monitoring pelaksanaan Sistem 

Pengawasan Pengendalian Internal Pengendalian Internal Pemerintah 

Pemerintah (SPIP) (SPIP) 

2. Penguatan Si.stem Pengendallan 

Internal Pemerlntah (SPIP) 

Peningkatan peran 1. Penguatan sumber daya manusia 

Aparat Pengawasan Aparat Pengawasan Intern 

Intern Pemerintah Pemerlntah (menglrfm sumber daya 

(APIP) sebagai manusia Aparat Pengawasan Intern 

Quality Assurance Pemerintah dan mendatangkan 

dan Consulting lntruktur Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah) 

2. Penguatan kapabilitas Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah 

3. Pelaksanaan pengawasan Internal 

secara berkala 

3 Penguatan Penguatan 1. Penguatan akuntabllitas kinerja 

Akuntabllitas Akunt.abllitas Kinerja instansi 

Kinerja 2. Penyusunan Renc:ana Kerja Tahunan 

(RKT) 

3. Penyusunan Juknls, Juklak laporan 

akuntabilitas kinerja (pedoman 

penyusunan laporan akuntabntas 

kinerja Perangkat Daerah) 

4. Penyusunan pedoman evaluasi 

akuntabllitas klnerja 

5. PelatJ'llan/ Bimtek/ Sosiallasi 

Penyusunan laporan capaian klnerja 

6. Evaluasi progress report penyusunan 

LAKIP sesual dengan NSPK (reword) 
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4 Penguatan Restrukturtsasl/ 

Kelembagaan Penataan Tugas dan 

Fungsi OPD/ Unit 

Kerja 

Penguatan tugas 

pokok dan fungsi 

kelembagaan 

Organisasl Perangkat 

Daerah 

1. Evaluasi dan Monitoring 

Kelembagaan 

2. Penataan Kelembagaan 

3. Penyusunan Regulasl Kelembagaan 

Penguatan tugas pokok dan fungsl 

kelembagaan Organisasi Perangkat 

Daerah 

5 Penguatan Penyu.sunan Standar 1. Blmbfngan Teknis Penyusunan SOP 

Tatalaksana 

6 Penguatan 

Sistem SOM 

Manajemen 

Aparatur 

Operasional dan 

Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan 

Tugas dan Fungsl 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintah berbasis 

Teknologi Informasi 

Pembangunan atau 

Pengembangan 

e-goverment 

Penguatan, 

Monitoring dan 

Evaluasl 

Ketatalaksanaan dan 

Pelayanan Publik 

Pemenuhan 

kebutuhan SOM 

aparatur 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

2. Penyusunan atau revlsf SOP 

penyelenggaraan tugas dan fungsi 

3. Evaluasl dan penyempumaan SOP 

4. Dokumentasl SOP 

l. Implementasi aplikasi perl<antoran 

"SIMAYA" (Pelatihan e-offfce) 

2. Penyusunan peraturan 

tentang penyelenggaraan 

semi papetiess on llne 

walikota 

e-offfce/ 

1. Penylapan sarana. prasarana 

e-govemment (soffwa~ hardware 

dan jaringan) 

2. Penyusunan Teknologl Informasi 

master plan 

3. Penyusunan 

tentang 

e-goverment 

Peraturan Walikota 

Penyelenggaraan 

4. Integrasi slstem informasi 

1. Evaluasi Pelayanan Publik 

2. Pembfnaan dan evaluasl 

Ketatalaksanaan 

l. E-formasl SOM Aparatur 

2. Rekrutmen dengan slstem Computer 

Aided Test(CAT) 
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Penguatan Analisa 

Jabatan dan Beban 

Kerja 

1. Soslallsasi dan Pembinaan Analisa 

jabatan dan Beban Kerja 

2. Penyusunan atau penyempumaan 

Anallsa Jabatan dan Beban Kerja 

Semua Perangkat Daerah/ Unit Kerja 
3. Penyusunan regulasi Analisa jabatan 

dan beban kerja 

4. Soslallsasf tiasll penyusunan dan 

penyempurnaan analisa Jabatan dan 

beban k.erja 

5. Evaluasl dan Monitoring Hasll 

Anahsa Jabatan dan Beban Kerja 

6. Evaluasi jabatan (Penyusunan dan 

Penyempurnaan evaluasi jabatan 

dan Penetapan nilal dan kelas 

jabatan Uob grading) berdasarkan 

evaluasl jabatan) 

Sistem Penataan ASN 1. Penataan pegawal mendasarkan 

kompetensl dan kualifikasi jabatan 

2. Unit training competent (IJTC) untuk 

pelaksanaan Pendldlkan dan 

Pelatlhan pegawai 

3. Penyusunan SIMPEG yang 

terintegrasl (kompetensl, dlsiplln, 

prestasi kerja, slstem penggajian 

dan admlnlstrasl kepegawalan) 

(Apllkasi Sistem Klnerja Pegawai 

(SKP) dan Pemellharaan apllkasl 

SKP) 

Penyusunan Standar Penyusunan Standar Kompetensi 

Kompetensi Jabatan Jabatan Manajerial (SKM) 

Manajerial (SKM) 

Penyusunan 

Karler Pegawai 

Pola 1. Penyusunan pola karier dan 

pemetaan potensl PNS 

2. lmplementasi pola karier PNS 

Penilaian/ Evaluasl 1. Penyusunan regulasl penilaian/ 

pegawai evaluasl pegawai 

2. Sosialisasi dan Implementasl 

penllalan/ evaluasl pegawai 

3. Monitoring dan evaluasl pelaksanaan 



7 Penguatan 

Peraturan 

Perundang

undangan 

8 Peningkatan 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik 

9 Quick W)ns 
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Assesment Individu Assesment individu berdasarkan 

berdasarkan 

kompetensi 

Penataan, 

smkronisasl dan 

kompetensl 

1. Kajlan Peraturan 

undangan daerah 

perundang

terhadap 

harmonisasl dan peraturan perundang-undangan 

penguatan payung yang baru, lebih tinggl dan 

hukum peraturan keseraslan antar peraturan 

perundang-undangan perundang-undangan daerah 

Penguatan Kualrtas 

Pelayanan publik 

Pengukuran Indeks 

Kepuasan Layanan 

Publlk 

Pemanfaatan 

teknologi Informasi 

dalam menunjang 

pelayanan publlk 

2. Publlkasl peraturan pen.mdang-

undangan (Sistem jaringan 

dokumentasi dan Jnformasi Hukum 

(SJDIH) 

1. Penyempumaan Penerapan Standar 

pelayanan pada unit kerja maslng-

masing Perangkat Daerah 

2. Monitoring dan evaluasl penerapan 

standart Pelayanan pada masing

masing unit kerja 

3. Evaluasi dan pelaporan percepatan 

penerapan 5PM 

4. Pusat Pelayanan 

Masyarakat (P3M) 

Perangkat Daerah 

Pengaduan 

termasuk di 

Survey kepuasan layanan masyarakat 

l. Pengembangan slstem teknologl 

informasi (pengembangan 

e-procuremen() 

2. Pemeliharaan sistem teknologl 

informasi (maintenance aplikasi 

berbasls web) 

3. Monitoring dan evaluasl srstem 

teknologl informasi (pemeliharaan 

media on line) 

Dokumentasl hukum Publikasi peraturan perundang-

secara elekronik 

(E-doc} Sistem 

Jaringan 

Dokumentasl dan 

lnformasl Hukum 

(SJDIH) 

undangan 
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Peningkatan •. Penyebartuasan dan soslalisasi 

pelayanan perizinan berbagai informasl perizlnan 

2. Peningkatan ketrampnan dan 

profesionallsme sumber daya manusla 

per!zinan 

3. Penambahan system lnformasi 

perizinan onl/ne 

Pelayanan Pelayanan keliling admlnlstrasl 

administrasi kependudukan 

kependudukan secara 

kellling (mob/ling) 

4. Pelaksanaan dan keberhasilan reforrnasi birokrasi di rnasing-rnasrng instansl 

pernerlntah sangat tergantung dari peran kepemimplnan. Karena ltu, keterlibatan 

langsung pimpinan dalam rnerancang perubahan birokrasi menjadf lebih baik 

sangat menentukan keberhasllannya. 

5. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasl di maslng

masing instansi pemerintah akan rnengacu pada rencana aksi yang dirnuat dalam 

road map reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerlntah. 

Rencana Aksl Reformasi Birokrasi secara lebih rlnci ditunjukkan pada tabel berlkut: 



NO AREA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN RD, 000.0001 PENANGGUNG 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUHL.AH JAWAB 

l 2 3 4 5 6 7 B 9 IO 11 12 

A MANAJEMEN Penyu.sunan 1 Pembentukan Tim Manajemen I sfd 12 1 s/d 12 1 s/d 12 56.8 33 33 U2.8 Bagian 
PERUBAHAN Strategl Perubahan Organlsasl 

Manajemen 2 Pelaksanaan R.eformasJ Blroi<rasl Sekretarlat 
Perubahan dan Daerah 
Strategl 

3 Monitoring dan Evaluasl Komunlkasl 
Rencana Aksf RB 

4 Penllalan RB . 1 s/d 3 & I s/d 3 & . 26 26 S2 lnspektorat 
9 s/d 12 9 S/d 12 

B PENATAAN Penataan, t Kajlan Peraturan perundang- 1 s/d 12 1 s/d 12 1 S/d 12 1,671 271 271 2,213 Bagi.In Hukum 
PERATURAN slnkronlsasl dan undangan daerah terhadap Sel<retarlat 
PERUNOANG· harmonlsasl dan peraturan perundang•undangan Daerah 
UNDANGAN penguatan yang baru, leblh tlnggl dan 

payun9 hukum keseraslan antar peraturan 
peraturan perundang·Undangan daerah 
perundang- 2 Publlkasl peraturan pen.mdang- I s/d 12 1 s/d 12 1 sfd 12 491 155 tSS 801 Baglan Hukum 
undangan undangan (Slstem jaringan Sekretariat 

dokumentasi dan lnfonnasl Oaerah 
Hululm (SJOIH)) 

C PENATAAN DAN Restndcturisasi / 1 Evallrasl dan Monitoring 9 std 12 9 s/d 12 9 s/d 12 . 50 62 112 Baglan 
PENGUATAN Penataan Tugas Kelembagaan Organisasl 
ORGANlSASl dan Fungsl OPD/ 2 Penataan Kelembagaan . l s/d 12 l s{d 12 . 100 100 200 Sekretarlat 

Unit Kerja 
3 Penyusunan Regulasi I s/d 12 l s/d 12 75 i62 237 

Daerah . . 
Kelembagaan 
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NO AREA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN Ri,. 000.000) PENANGGUNG 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUMLAH JAWAB 
1 J. 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Penguatan tugas Pemblnaan tugas pokok dan fungsi . 1 s/d 12 l s/d 12 . so so 100 Baglan 
pokok dan fungsi kelembagaan Organisasi 
kelembagaan 
Organlsasl 
Perangkllt 
Daerah 

D PENATAAN Peny11$unan I Blmblngan Teknls Penyusunan . . . . . . . Bagian 
TATALAKSANA Standart SOP penyelenggaraan rugas dan Organlsasf 

Operasional dan fungsl Sekretanat 
Prosedur (SOP) 2 Penyusunan atau revlsl SOI' . I s/d S . . 113,S . U3,5 Daerah 
Penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan 
Tugas dan Fungsl fungsl 

3 Ellafuasl da,i penyempumaan . 6 s/d JO . . . 
SOP 

4 Dokumentasl SOP . lJ S/d l2 . . . 

Penyelenggaraan l lmplementasf apUkasl . l s/d 12 1 s/d 12 . 300 so 350 Dlnas 
Administrasi perkantoran "SIMAYA" Komurnkasl dan 
Pemerintah (PelatJt>an e-office) lnformatika 
berbasls 2 Penyusunan peraturan wallkota 9 s/d 12 30 30 Bagian . . . . 
Teknologl tentang penyeleoggaraan e- Organlsasi dan 
lnformasl alflce/ semi PiJperfess on /it'll! Oln;)S 

Komunlkasl dan 
!nformatlka 

Pembangunan l Penylapan sarana prasarana e- 1 s/d 12 l s/d 12 1 s/d U 412 500 10,350 11,262 Dlnas 
atau gov ( soltwa~ hilrr/ware dan Komunlkasl dan 
Pengembangan e Jaringan) Komunlkasl 
goverment 2 Penyusunan Teknologl lnformasl . 6 s/d l2 . . 2.00 . 200 

master plan 

3 Penyusun.an Peraturan Wallkota . I s/d 12 . . 200 . 200 
tentang Penyelenggaraan e-gov 
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NO AR.EA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN RD, 000.000) PENANGGUNG 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUMLAH lAWA8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IL 

4 lntegrasi sistem lnformasl . I !;(d 12 I s/d 12 - 250 250 500 

Penguatan, J EVilluasl Pelayanan Publlk I S/d 12 1 s/d 12 l !;(d 12 74 74 74 222 Bagian 

Monitoring dan Organlsasl 

Evaluasl Sekretariat 

Ketatalak:sanaan Daerah 

dan Pelayanan 2 Pemblnaan dan evaluasl . l s/d 12 l s/d 12 . 67 67 134 Baglan 

Publik Ketiltalal<sanaan Organlsasl 
Sekretarlat 
Daerah 

E PENATAAN SlSTEM Pemenuhan I E-.forrmasl SDM Aparatur 9 s/d U l s/d 6 I s/d 6 . 50 so 100 Badan 

MANAlEMEN SOM kebutuhan SOM 
2 Rekrutmen dengan ststem 1 s/d 6 I s/d 6 l s/d 6 60 370 400 830 Kepegawaian 

APARATUR aparatur Computer Aided Test (CAT) 
Oaerah 

Penguatan 1 Sosla lisasl dan Pembtnaan t s/d 12 - I s/d 12 400 400 800 Baglan 

Analisa labatan Analisa Jabatan dan Beban KerJB Organtsa.sl 

dan Beban Kerja 5ekretar1at 

2 Penyusunan atau tJ;/d 12 - l s/d 12 
Daerah 

penyempurnaar, Malisa Jabatan 
dan Beban Kerja Semua 
Perangkat Daerah/ Unlt Kerja 

3 Peny,USunan regulasl Malisa 1 s/d 12 . 3 s/d 12 

Jabat:an dan beban kerja 

4 Sosiallsasi hasll penyusunan dan 1 s/d 12 . l s/d 12 

i:,enyempumaan anallsa Jabatan 
dan lileban kerja 

S EvaJUasl dan Monitoring Hasll . . 2 s/d 12 . . 100 100 

Anall~ Jabatan dan Beban 
Kerja 

6 Evaluasl Jabatan - - . - . . . 
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NO AREA PERIJBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN Ro. 000.000) PENANGGUNG 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUMLAH JAWAB 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 1-0 11 12 

. Penyusu11an dan . I 5/d 12 . . 160 . 160 

Penyempumaan evaluasl 
Jabatan 
- Penetapan nllal dan kelas . l 5/d U . . . . . 

jabat.in (job grading) 
berda.sari<an evaluasl Jabatan 

Slstem Penataan I Penat:aan pegawal meodasarkan . I s/d U ls/d U . so so 100 Badan 

ASN kompetensl dan kuallfikasl KepegaWaian 

Jabatan oaerah 

2 I/nit training competent (UTC) . 1 5/d 12 l s/d l2 . JOO 100 200 

untul< pelaksanaan Pendldlkan 
dan Pelal;lhan pegawal 

3 Penyusunan SIMPEG yang . . . . . . 

terln~rasl (kompetensl, 
dlslplrn, prestasl kerja, slstem 
penggajlan dan admlnlstrasl 
kepegawaian) 
. Aplikasl SiStem Klnerja 8 s/d 12 l s/d 12 I s/d 12 so so so 150 

Pegawal {SKP) 

. Pemellharaan apllkasl SKP 1 s/d 12 I s/d 12 1 s/d 12 so so 50 150 

Penyusunan 1 Penyusunan Standart . J s/d 12 . . 12~ . 124 8ag1an 

Standart Kompetensl Jabatar, Manajertal Organlsasl 

Kompetensi (SKM) Sekretarlat 

Jabatan Daerah 
Manajerial (SKM) 

Penyusunan Pola 1 Penyusunan pola karlet dan l s/d 12 1 S/d 12 1 s/d 12 100 100 JOO 300 Badan 

Karier PegawaJ pemetaan potensl ASN Kepe9<1v1alan 

2 lmplementasl pota karier ASN I s/d 12 1 S/d 12 1 s/d 12 so 50 so ISO Oaerah 

Penllaian/ t Penyusunan regulasi penllalan/ . 9 s/d 12 . . 30 . 30 Sadan 
Evaluasl pegawai evaluasl pegawal Kepegawa·,an 

Daerah 
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NO AREA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN IRD, 000.000) PENANGGUNG 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 JUMLAH )AWAB 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

2 Soslallsasl dan lmplementasi . . I S/d 12 . . 100 100 Badan 
penllalan/ evaluasl pegawal Kepegawalan 

. 

3 Monitoring dan eva/uasl 1 s/d 12 1 s/d 12 I s/d 12 36 so so 136 Badan 
pelal<sanaan Kepegawalan 

. 

Assesment Penyelenggaraan assesment l s/d U . . 965 . . 965 Badan 
lndlvidu ind,vidu berdasarkan kompetensl Kepegawalan 
berdasarkan Daerah 
kompetensl 

F PENGUATAN Penerapan J Monitoring pelaksanaan SPIP 1s/d u 1 s/d 12 . <16 49 - 95 Inspektorat 
PENGAWASAN Sl stem 2 Penguatan SPIP 1 s/d 12 75 75 . . . 

Pengendallan 
Internal 
Pemerlntah 
(SPIP) 

Peningkatan I Penguatan SDM APIP Jnspektotat 
peran Aparat 

• Meoglnm SOM APIP 1 s/d 12 1 s/d 12 163 120 283 Pengawasan 
Intern • Mendatangkan lntruktiJr APIP 1 s/d 12 1 s/d 12 1 s/d 12 163 111 274 
Pemerlntah 
(APIP) sebagal 2 Peoguatan kapabllitas APlP 1 s/d 12 50 50 
Quallty 3 Pelaksanaan pengawasan 1 s/d 12 1 s/d 12 1 s/d 12 507 255 255 1017 
Assurance dan 
Consulting Internal secara berkala 

G PENGUATAN Penguatan 1 Penguatan akuntabllitas l<fnerja . I s/d 12 1 Sid 12 . 100 100 200 Baglan 
AKUNTABILITAS Akuntabllltas lnstansl LAKI P Organlsasl 
KINERJA Klnerja Sek(etartat 

Daerah 

2 Penyusunan Rencana Kerja 1 s/d 6 1 s/d 6 I s/d 6 335 305 305 945 Badan 
Tahunan (RKT) Perencanaan 

Pembangunan 
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NO AREA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATA.N 
TAHUN ANGGARAN Rn, 000.000) PENANGGUNG 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 lUMLAH lAWAB 
l 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

3 Penyusunan Juknls, Juklal . 1 s/d 12 l s/d 12 . 100 100 200 Baglan 
laporan akuntabilitas lunerja Organlsasl 
(pedoman penyusunan lAKll Sekretar1at 
SKPD) Daerah 

,i Penyusunan pedoman evaluasl . l s/d 12 1 s/d 12 . 100 100 200 1nspektorat 
al<untatlllltas klnerja (Perv,ral 
dlsllsun oleh lnspektorat) 

5 Pelatihan/ Blmrek/ Sosianasl . . I s/d 12 . . 100 100 
Penyusunan I.AK£!> 

6 Evaluasl progress report . 1 s/d U 1 s/d 12 . so so 100 
penyusunan LAKlP sesual 
dengan NSPK (reword) 

H PENINGKATAN Penguatan I Penyempumaan Penerapan . ls/d 12 i s/d 12 . . . . Maslng-masing 
KUAUTAS l<ualltas 5tandar pelayanan pada unit Perangkat 
PElAVANAN PU8UK Pelayanan publlk kerja maslng-maslng Perangl<at Daerah 

Oaerah 
2 Monitoring dan evaluasl 1 s/d 12 S s/d 12 Ss(d U . . . . BagJ;m 

penerapan Standart Pelayanan OrganiSas1 
pada maslng-ma,slng unit ke(Ja Sekretarlat 

Daerah 
3 Evaluasl dan pelaporan 1 s/d 12 I s/d 12 15/d 12 75 28 28 131 Baglan 

pe.-c:epatan penerapan 5PM Organlsasl 
Sekretar1at 
Daerah 

4 Pusat Pelayanan Pengaduan . l s/d 12 l s/d 12 . 100 100 200 Dlnas 
Masyarak.lt (P3M) termasuk di KOmunlkasl dan 
Perangl<at oaerah lnfonretlka 

Pengukuran Survey kepuasan layanan 1 s/d l2 1 s/d 12 i s/cJ 12 167 175 17S 517 Baglan 
Jndeks Kepuasan masyarakat Organlsasl 
Layanan Publlk Sekretariat 

Daerah 
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NO AREA PERUBAHAN PROGRAM KEGIATA_N TAHUN ANGGARAN Ro. 000.0001 PENANGGUNG 
2017 2018 2019 2017 201B 2019 lUMLAH lAWAB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l lZ 

Pemanfaatan 1 Pengembangan ststem teknologl . 1 s/d 12 l s/d 12 . 250 250 500 Dlnas 
teknologl informasl (pengembangan e· Komunl~ dan 
Informasi dalam procurement) lnformatika 
menunjang 
pelayanan publik 2 Pemellharaan slstem teknologl . I s/d 12 1 s/d 12 . 100 100 zoo 

lnformasl (malnteflilnce apllkasi 
berbasls wet>) 

3 Monitoring dan evaluasl slstem . l s/d 12 1 s/d 12 . 100 100 200 
teknologl infonnasl 
(pemeliharaan media on 1/ne) 

I POLA PIKIR DAN Penerapan Pola Pemblnaan KelomJ)OI< Budaya 6 S/d 12 6 S/d 12 &s/d U 362 362 362 1086 Baglan 
BUOAVA KERlA Piklr dan Budaya Ktnerja Organlsasi 
APARATUR Kerja Sekfetariat 

Penguatan Kode Pell'lblnaan Kode etlk pegawal 6 S/d 12 . . 100 . . 100 Badan 
etlk pegawal Kepegawaian 
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T•b,16,U 
Rencana AAal Reformasl Blrol(rnl Pamt11rtlah Daef~h Kola l,ladlun 2017,2019 p,d1 Prlolitu yan11 Hatu• Terut Olp,llhara 

TA>II.IH~\7 TAHUN 2018 TAHUN~19 P!:RANGKAT 

NO PRIORfTAS SASAIWI PROGAAM KEG!ATAH IHDIKATOR 
OAEIWI 

11:RPEUHARA TARGEt ButANKE• 
ANGGARAN 

TARGEt BULJ.Nl<E• 
'-NG()ARA/i TARGEl BUI.J.N KE• 

ANGG/;Rl,ll PENANGGUIIG 
IRp.000.0001 llll>,OO!l.400) lft!'.000.000J JAWAB 

1 2 3 • 5 ' 1 a 9 10 11 12 13 14 15 16 
I Pem<111uhan Tl!Mlljudnya F'eal'1\J~alan Pei•DI lffi(PN 01tetapilal SeiUMI ~I SellllUh Kepala 1 1/d 12 SelunAI Kepala 1 Sid 12 Seluruhl(i;paia I ll1l 12 -k!lw•1- bag pememlahal yang yang rr,anyerahlol, •ebaiJal n,w~bal, ra!'II Perangka! Pel""l!'QM Petangl.al Oaera, ~ KeOegaWaiall 

?implMO UnlUI """"" can D8lla! 
l.lil<PN llaM diSampaikan olel Oll!l!3h Oaerah oaeran Dlll!!ilh 

men~nl<a!l 1(1\H ~ala P8f<lll91.i 
lli,<PN Daer;ih 

2 Penyedlaan saranr 1,!eningkalnjll l'lwlg.- lnv<inUlrisasi aa, Tl!<!lecJ,anyi llllSedie,nya 1 '1d 12 leisedianya 1 Sid i2 ,.,..~lanyB 11/d 12 - Bag.an O!gar11sa, 

oeng,,dtan umu ~l\rtaS saran, eleldtvilas ...,.. pe!ap,no !Indal lan}II !Sllf11'.& !la'ana - - Seicru,at Daer.in 
penyampa,a,i !l!f'QadUM Ul\1\ll ~u~n UOllll pengam,an 1<ei,ad; pangaduan paGl ~aduanpada pi!OQaGUlln pada ~l!duanpacta 
inform"5i indn<as f)!!nyampaian penyampa,ao Peraerinlah Provilli maslng-ma,tog ma,Jng-ma5i'1\1 """"'9-f11il5Ulll maslng-masing 
ISijad<nya KKN lnloonasl 111(1,..,. inlamasl lndllcas Jaw.1 Timur se'Jap bobn Pe<angxal Pe<angkat P~k3l0- ~ 

lllljadlnya KKN lerj3111!1ya KKN Daera!I Daerah D.aerah 

3. Pal<la ]"1891118! hlen1nglcatnya Peoingkaia, kua/1,a, Pak!• !magma: Selul\ffl PE!ab• SeluNl!pejabat 1 $.Id 12 - &!lurull pejabal t ,id 12 Seluruh peiaba1 1 aid 12 8adill1 
$Udal\d•~- lalaillas da< dan aklJnlablllill d<leblpi<an ~, $Ullk\\.nl 51rl,l(tuml 1ll\llttllr!ll smilduml Kepogawaiar, 

di s;;m .. akunlal>ll,ias IO)'lln,n patJBMlan k<'Naj,blln Y'111Q hw Daetah 
Perangkal Daerah la'poan penieni,Wl dilaksat;;,'""1 18111U 

pejabal swli!ural 

4 Per,d!Cl!!an 9""' Meolll(lkalnya Pvrilngkaiao P'lflye'~ l'/aj Mund SD dai 1~ 1 s/d 12 50,980 100'il, I s'<I 12 ~-·~ 100'/I, 1 sld 12 50,868 Dina, Peodldllmn 

sampa, Tinglilt pon.ei!l,ian ~- . SlvlP l!!!lajar 09 f aN,m d 
SLTP pelnyanan pe!aya,tan Ungkungan l<ot.1 Madilm Nl!g(l!\'S.,._ 

penddlkao ~ KccaMadlun 

5 .Jamko,masla unw1 1.i..ur,gl-,ainr,J Upaya _Im, .i..,.,,.., l<eseila'.ar PIQIW!laSe 82% 1 sld 12 25.56i. \◄9 91% I sld 12 23012,235 100% tofd 12 20711,012 0111M Kesel1i!lill 
fma,yaral<al Kat, l<ooli1a! pelay.!Mn masa18h kelieh3la\ Masyaral<al Kela IAa<liun masyarai<al yang dan K.._,rga 
Madlun kesel)aliln .memlli~ !9m.nan aer-

k8ilahatan 
prallayir 
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TAH0N2Ctl7 T-'liUW 2Ctt8 TAll!lll2Ct1Q PERAl(GIIAT 

HO 
PRlORITAS SASARAH PROGRAM KEGIATAN IN0ll<ATOR AIIGGAAAH 

DAERAH 
TERPELlHAAA - AHGGARAH PENANGGUNO TARGET BUlAHKE• ~.0001 

TAAGel BIJl..4N KE· iRp.000,000) 
TARGET BUlNIKE• (1lp.OOO.OOO) JAW>IJ , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 

6 Pl!!ayanan ...... ,11!11<all>ra ~ Cf,> Pe,,gadaan b!a>g~ SEflAnlh Blaolo I $Id 12 51U8" Blall~o 1 ~'d 12 514,25' - t std 12 530 Oloas 

a<fm,nistr.mi ku31i1l!S ?l!na1aan pe<ldaf1a""' per,dudul pOndUduk Koo •-"udulrilll •~ul<an ~dudol<an Kepena>Jdukan 
kapi!nd- llao pena,aa, Aall\•"'511\1$1 ~•n pen:alalan ·s,pll t.ladltJJI ter.<edia 166 tm'8CfOB 11i6 ~166 dan 

lg! a!la oag1 seluruh admlnlsllll5i l<ep!nd~ oa: Sipli 
petlduouk Kot l;upen(luduloJln Cal ~nSlpil 
Madilln pcn<illallln s.-pll 

7 Pe!ayanan IM)hl MenlnQ!<aln)'I Pe,ioqka1a, ~ualllil: Kegatan Su....-, lndekl . lodeb Kepuasan 3sid9 250 
'""'" Ks;!uasan 

3s/d9 250 1 lndel<S t,epuasan )sld9 250 ilaglan OrgarliSMI 
YB'l!I d,mla, ball kuabtAS pelar,,na, pelayatllWI publll KE!f)Uasan ~,ara11a 1~79.S Masyara1.a1 78.5 Masyarnllat 79 Masyaraut /9,5 Sekralaiiill Ooora/1 
01811 masyarairal Pllbllk dan e'lall1asl ~asilnya 

8 Suoall la<aapll\ 1 Mo,,Jngka11>ya P~'"31.~ Ser1iliiasl ISO 9001 : - ISi . . UpgrndiYJ ISO 1 $Id 12 75 . . . Bag OJganlsasi 
(&a!lJ) OPO yang kua:ila!i pelayaoar )i81a\'lmanJ)l)bllk 2015 l)ada Dina, 9001 2015 9001 · 2015 Sel<relan<il Oao!al1 
memperalm publlX Pe!lanamat1 Modal, diln Olnas 
S8f\ifflla5I ISO 9001 PTSP !(opera,, dal Penanaman 

2015, yaiW D"'8: U1aha M.l,o Modal. Pl'sP, 
Penenamnn Me!!,;! Kq,erasl If.-

PTSP ~ IJsalla M11<JO 

dat, Usah• Mllcro 

9 Penlngl<alan Menr,gl<31/ly~ f'Erir,gklltan toraislil: SOs<allsail So1Bll Jumtall pese<1 . . 12801ang Jsid6 150 Bag 0rganls8$ 
Karas Pet.,yapar I kual,laS pelayanar pelayllnanpubb, ~~~ulSO SllOla!isa'I• IS( ~atDaerah 
Publlk publlk "l!UN~ 0P0 
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T•bol6. l4 
Rtncana Al<sl Reformasl Bin>krasi Pomertntah Dao/\1h Koll Mlllliun 2017-2019 pod• Prioritn y1ng Toi1<Aitdoogm P1<1ingllatan Kuafitn Peliyanan foku$ Pot.v,nan S.l<tor Torttnlu 

PROGRAM TAHUN 2017 TAHl!fj2018 TAHUN2019 PERANGKAT 
WITOR SASARAN KEGIATAII INDIKATOR 

ANGGAAAN DAERAH 
NO. PELAYANAN TARGET BULAH ANGOAAAH TARGE'I BULAN (Rp.000,000) TARGET 

IIIJl.AH ~ Pe<ANGGIJHG 
KE• j!li>.000.0001 l(f. l(f. fRp.-1 JAWAB 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 " 15 16 
I PfflfKili<lwl M""".l~ !1111 Penh1Jkatllll 1 M<,la~ Pro,«Jil!se Jumall 9ll"" 1s/dU 2.160 m 1 !Id 12 1.761 ,oo,; l sil!12 111-41 Olnas Pei,dldikan 

pendlcl~ dai lllflag1 mutu penc1oo1: penlnok111.111 jguni yang 
iepenclid1l<an dan tenag, ,Ol1jle1!lll'Si OIi memenulllk\lOlili~ 

kepondllJlltatl lwalltas guru SIJ$2/S3 

2 ](es!!llatrl1I Men!Qg•11my. P"'111l91o!ian 1 Pembloaan Upa)'; Per.ienrase •0% I &l.d 12 369.707 42!4 I lid 12 607.094 711. 1 Sid 12 &44.481 011\asKesmalan 
um~h $8!8/li Petayanao da, Kese11a1ano.sai P!l5ke\mas dar danKelll!lg8 
pelay.nan Sum~ K•nlk ler""""ltllsl -· keseha!M yano ~H3llln 
bmq,erasi sesua, 

~ 
pe<Ulldangan 

M•nlrwka111ya Upaya I il<'giatan Porsentase 100'4 1 s!d 12 257 905 tcxr.. 1 >Id 12 598.605 100'4 I lid 12 939,305 ONs Kesehatan 
kesadarat1 K~ Peningkaian kunpmg311 il><I hami dan K4IIIBl!l• 
n,asyarakal untu ~ Pelayanan i,anpurna B-• 
~ hidlJ! Kesailatan I bu 
;aha! le<la Upayi 

pelay;,naI1 2 KeglSWO Calcupan kunj.r,gan 96% 1 $ICI 12 673.000 97'14 1Sld12 598.765 98'Ji 1 Sid 12 624,480 D~~ 
~ ~ f'Bl,ingkillao bwua ponourna dan Kelu!mJB 
11E1111u111 da! Peli!yar,an Seoil10llna 
ieqangkau dalan ~ 6ay! 
pena,,ggolilllgan dM6alitli 
pen\'llkil bag 
l!UlSyMl!kai 3 Kt,glalao Upa~ Pre8.,lale 55% 1 sla 12 1,385,728 67"- hid 12 30.475 60% 1 sld 12 501500 o----Lansli! pangunjung b6ruSl, dan Ke!ua<g• 

loO - l<aam, Bll8flca-. 
yang menoapa 
slMlng lcllsahmn 

• Penlngwn Upar, ~- ~el<olal 4S% 1 $Id 12 538,829 48" 1 s/d 12 175 251 50"4 1 sld 12 ISO o- l<esallalan 
Kesehsan Sel.oiall l.ehat ~an Keluatgll 

a..enc:ai,a 



• 56· 

PROGRAM IAAUN2017 TNIUN201S TAIM<2019 f'ERAHOl(.l! 
SEi<TOR SASARAN ANOOARA/1 OAERAH 

HO, PEI.AYAIWI 
l\fGIATAN INOIKATOR 8UI.AH Al4GGARM/ BUI.All !Rp.000,0DO) BUlAN ANO<IARAH P£AANGGUNG TAAO€T TAAGET TARGET 

KE, [Rp.00O.000) f<E. 1(£. lRP,000.G!lOl JAW~ 

1 2 3 4 ' 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 

J 1<1Jpendudu1otn Menlngi~fl)'i P,...,,.nan dar I 1'8nlng~n Jlll!lall aoaralll! 56orang 15/d 12 163,:i!ill 42 0111119 1'1<112 150 o-
i!dmiflls!ml Perniiaar, ~Opa!lilJ.I K~ukan 
)openducJUl<i!O oan ~mlolS1<;!Si kepell<MSUl<an ilanPB(1(21iltlln 
Pl!"c:ata:arl lilPII 1-.d!JdUl:an Slllil 
secam toonlogml dan P!lnGaliltar 

Slpll 
2. tmp1eirenias, Perseraase 96% 1 !lid 12 169. 180 98"' 11/012 W.154 100% 19/012 252,154 Ouias ~, lasesua""1 d•I• Kgpendudul<m, 
~ t,a;e kepend!kluko, oon Pencamlan 
k,epe1!ducMan ~talanasl<NI Slp,I 
(SW<) updJllifJ! 
danpemeliha1aall 

J, f'e,JgaQaan b/ifflkll Jumlal\ tal_on;ediaae Blanko h'd1Z 51U8' Blan!«> 1 lid 12 514.28-1 Bido l s,'il 12 530 Dinos 
pendl!flatao blanl;o l"l]ElldudUlcan !epenou1Man kependllc!Ul<an Kef)MllucJUl<an 
pondudu~ daf le!)endudullan lersedl.'1166 -i•166 f,necfo, 166 dan Peocatalan 
pencaiatan •~II Slp,I 

4 So5lalisasi .i<Jmlall oeseru 1l20orang hld6 295,767 1320 orar,g 1'ld8 86,100 1320 01a119 15/d6 210 Oina.s 
~ukan t,o,lill,sas, (RW, RT,Kast fRW,RT.l<ilSI (RW,Rl Kasi Kepe,,dudukan 

f'MlE<intahan l'e(nennliilflan P-ntahan datl Pi!lCaUltan 
1!.etuiahan dan Klllilrahan dan Kell.fanan clan S,pll 
Kecamatan) Kecaml!lan) ~l 

5 Swaiiiasi Jumlan poser. 34-; "'""9 1 s,'d 5 210,885 ' l'osyandu hid! 2Sll O.ias 
polayanan !IOSiSlisas> ~&PKK l<t!p!!ndulliin 
penca1.1an alpll dlln Pec!Cala1al1 

Slpl 

4 Perizinan Moolligllllnya Penlng- Dlnas 

·- J)Etaylllll!f 
pelay;ll1al1 Pananaman 

P"'1:trlaJ1 ?anz,nan Terlnlegasl dalam fO<\JS PElAYAJ-jAN OUICK w1r.s, \',lltu penernpan polayanan Penman Torpadu Satu Plnill (PTSPJ Modal PTSP 
Kopamsl dan 
l.h;lha Mlkro 
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TabolUS 
Rencana Al!tl ~m,ui Blrok111I """1idntah O~ h Kola llodlun 2017-2019 PIiia P~orllff Zon1 lntog,llas M,nuju Wiloyilll a.bn Korupti (WBK) 

TAIIUN 21)17 TAHUN 2018 f AHUN 2019 l'£HAl«lCUNG 
NO. SASAAAN PROGRAM KEGIATAN INOIJ<ATOII - 8111.AN Kf ANGGAAAH 8ULJ,lj KE ANGGAAAII JAWAS 1/UIGET BULAN KE l~i,.000.000) T~RGET (Ro.000.0001 TAAGET IRo.000.0001 
1 2 l ' $ 6 1 a 9 10 11 12 13 14 15 

I Menlllglia!nya Peial;Sanaan zoru I Pl!pyiapao ,umlallUnt1M!l)a I 11111 I Sid 12 1 Ul1)I ls/d 12 111'\Jt 1 Sid 12 . TIM RB ~.-
lualdas pelayar.ar lllegnt91 menu~ f'e<angkal Oaetal yang d~el,,i~n \!alf."'1 
pUbilk Wiliyah 8«>a, sobagai U0\11 Y<fflQ 

Kaupsl (WBKI dilam~n Dlll" 
Zona lnlegrita! 
Me<iujuWBK 

2. PIW'Call8l10M Zone JUmlah Un.I ""'J' . . . I un~ 6 J/1112 I un11 6s1d 12 . ?e,a1191<a1 Daera• 
lnl!IJ~bls M....,j, !•IJQ 18"9 dlwnju~ 8 
WBK cf,,'..anangf<an 111$1)eiclol81 

3 Pe/.aksanaao Zllne Lai)olunl<eglalall . . . . llajl0!3!\ I sld 12 . p.r,,ngl<at oae.ah 
lllleg!it.n Moou11 yang d11Unjllk & 
l'ISK lnspel.llnl 

(Peny,apa,, R~omenda;i . . . . 1 untt 611412 IIM RB KO!r 
l'erangi<al Daetal palalcsanaan Madlun 
lam <l!blgal Z<ma kegllllin don 
lnlegrltllS MenujL Ret,cana 
W8K pada tahun l<egia1atl 
beril:ulny• 

5- Monrtcr»-~ <la< Re!<cmendasl . - Re1t00161<fa,1 65/d9 - llM RB """ ev• pe,1)'E!l11J)llfflaill1 pepyeml)Umaan Madkl<I 
pelal<sanaan pela.sanaan 
1ana ln111J11llii zana lntngnlaS 

6 MelaG,tan berl>aga Persaniase . . . . 100% IOW 12 11M RB K~ 
peri)alkan )'l1tl! 1eli.omenda,j Mada, 

O!jlli1ilkl1n mmadai Jl'lll)aillatl 
sel111Uh pelai:sanaar dicirulali lanJu" 
kDglJl.rl unWI 
meojaga <OO!ISlenS 
perl)a,..an 
bo11"!1anjuun 
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Tib<!l 6.16 
Rencona Al<JI Reform11i Blnil<r11I Pernorlntah Oaoroh Kota MJ>dlun 2017,2019 pad1 Prl<>ll!llt yang Terkalt donganPeolngluotml KuoJil•• Palry1n1n Fok.II• P_..yan .. Qui~ Wfn• 

1'AHUN 2017 TAHUN 2011 TAHUN 2019 OPI) 

NO. QUICKWlNS SASARAH PROGIIAl,I KEGIATAN INOIKATOR BULAH ANGGAAAN BULAH ANGG>.AAN BUlAN ~ PE~ NGOIMG 
TARGET KE· fiq>.OOIJ.OOOJ T,'R<lEJ 

!If.• (11;1.00IJ ,DOO) fAAGET KE- fRp.000.000) JAWAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 l)owmoota,j Mell,ngkatnya Dol<umeoll!l!I ,,,_ I P'.itlika$1 ~1:31& 100'4 1 s/d 12 237,6 100'4 t !II<! 12 256.808 IOO'!li 1 s/d 12 2",136 Bagian Hmm 
nurwm Se<afi dQl<IM)eOJaSI hul<ur, se:a,a """"""lk (E• peralll(i!n ~ Sei<romat 
isr<J1<~ fc-d<r secara elek<onil< (f.. docJ S1;1e1t pen,i,dat,g- PD!Wan 0 ... 111> 

S,stem J;ulngll( doc) $15te11 JmillQ,lr Jarlngan undangan porundangan yang 
Dokumonla5l dar Ool.uinenlasi lla1 Dokurnemits1 dat dapal m.idat 
lnr-.asi Huti.a, tntor,r.2$1 ttuliur, fo!ClmaSI Huiu,, D>ak>as m.,oyarakal 
(SJ!)IHJ ($JDIH) (SJOIH) 

2 Pene,apan Menitlgicalnya Penillgkatan t P~uasan JUmlill\ sar.,n, 10 bltall lS/l! 12 20 10 l>\JIIII I !lid 12 25 10 bualt hid 12 27 D1/135 
p,,iayonen ~uda/laltpelayaaar pelayanan peJ!ZJOan d;ln $061""'3$ papywan Pc..,,..,.., 
T"'J"l!u Sat, per,i,nan bert,agal lnlarmao inl=I pem!naa Modal, PTSP 
PMIIII IP1'Sl') petlzlnan Koperasl Gal1 

Usaha tl>l<ro 

2 ~katan Jumlah ljlllT1li1t 34orang hld12 IIO . J'lcnng 111<112 170 34cnng 1 s/d 12 170 DfMs 
l<el!ampPan dar p,,lilinan yang ~ 
pmleslllnallsme tf.1nd~ Modal PTSP, 
SOM pentlnan K<>ll<lrasl dan 

U$311al.l:lao 

3 Pe<lamtla/lanSill Jumr.ti . 20)41111 1 Sid 12 1!>0 JO jelllt 151412 100 DlnM 
p,,wnan on11M penambahan Si~ l'enanaman 

potf,;in;in Mallli. PTSP 
Kq,erasl <far 
\JsahaMll<tO 

3 Pelil\'iln811 1,1en,~t,v,ya ,uailllll l'elayanan 1 Pelayanao Jcmling .Jumlan poodudul 3kec 2 s/<I 12 ~ 3,ec dan I s/d 12 83.840 3Kecdon 1 srd 12 95 Omas 
~ ~ admlll!liln!!'• admll<S~asl yar,g mendapa: 11 SMM< 11 S/,IM( Ki,pe,,duduun 
kap,n!udUkan ~ukan 'S!l!l"dudukaft l!Ope,,audu... palayanan aan 

'"""" ~eflllng - l1!fi11ng admlnlollasJ Slpl 
(mobllng) (111Clbmng) >ependllllUi<an 

.kellling 
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BAB VII 

MANAlEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

A. ORGANISASI 

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

dilakukan pengelolaan reformasl blrokrasi yang baik pula. Untuk itu perlu dlbentuk 

tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasl birokrasi agar seluruh 

rencana aksl dapat dllaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah 

ditentukan. lim reformasi birokrasl adalah sebagai berikut: 

I. TIM PENGARAH 

a. Ketua walikota Madlun 

b. Wakil Ketua Wakll Walikota Madfun 

c. Sekret.aris Sekretaris Daerah 

d. Anggota 

1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 

2. Asisten Administrasl Umum dan Kesejahteraan Rakyat 

3. Inspektur Inspektorat 

4. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 

5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 

6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Koperasi dan Usaha Mlkro 

7. Kepala Dinas Pendidikan 

8. Kepala Dlnas Komunikasl dan Informatika 

9. Kepala Sadan Kepegawalan Daerah 

10. Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 

11. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

12. Kepala Bagian Organlsasi Sekretariat Daerah Kot.a Madiun 

13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madlun 

II. TIM PELAKSANA 

a. Ketua 

b. Sekretaris 

c. Koordinator Kelompok Kerja 

Sekretaris Daerah 

Asisten Administrasi Umum dan 

Kesejahteraan Rakyat 

Kepala Bagian Organisasi Sekretarlat 

Daerah Kot.a Madiun 
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d. Pokja-Pokja 

1. Pok)a 1 Area Perubahan Organlsasi 

a. Ketua Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa 

Jabatan pada Bagian Organisasi 

b. Anggota 2 (di.la) orang Analis Kelembagaan pada Baglan 

Organisasl 5ekretariat Daerah Kota Madiun 

2. Pokja 2 Area Perubahan Tatalaksana 

a. Ketua 

b. Anggota 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian 

Organisasi 

Kepala 5eksi Layanan Apllkasi dan Tata Kelola 

Pemerintahan Elek.tronik Dinas Komunikasi dan 

Infonnatlka 

- Kepala 5eksl Pengelolaan lnfrastruktur TIK dan 

Persandian 

3. Pokja 3 Area Perubahan Perundang-undangan 

a. Ketua 

b. Anggota 

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang

Undangan pada Bagian Organisasl 

Kepala Sub Bagian Dokumentasl dan lnformasl 

Hukum pada Baglan Hukum Sekretarlat Daerah 

Kota Madiun 

4. Pokja 4 Area Perubahan Sumber Daya Manusia 

a. Ketua 

b. Anggota 

5ekretaris Badan Kepegawaian Daerah 

- Kepala Bidang Formasl, Pengembangan dan 

Adminfstrasi Kepegawaian pada Badan 

Kepegawaian Daerah 

- Penganalisis Jabatan pada Bagian Organisasl 

Sekretariat Daerah Kota Madiun 

5. Pokja 5 Area Perubahan Pengawasan 

a. Ketua Inspektur Pembantu Wilayah II pada lnspektorat 

b. Anggota Kepala Bidang Anggaran pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

- Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Sadan 

Pengelolaan Keua~ dan Aset Daerah 
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6. Pokja 6 Area Perubahan Akuntabllitas 

a. Ketua 

b. Anggota 

Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madlun 

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Monitoring 

dan Evaluasi Pembangunan pada Sadan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

- Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan 

Umum pada Sadan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

7. Pokja 7 Area Perubahan Pelayanan Publlk 

a. Ketua 

b. Anggota 

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Plntu pada 

Dlnas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kepala Sub Baglan Perencanaan dan Keuangan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

- Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dlnas 

Kesehatan 

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 

l(epegawalan pada Dlnas Pendidlkan 

8. Pokja 8 Area Perubahan Pola Piklr (mind set) dan Budaya Kerja (culture 

set) Aparatur 

a. Ketua Sekretaris Sadan Kepegawaian Daerah 

b. Anggota - Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan 

Ill. SEKRETARIAT 

a. Ketua 

b. Anggota 

Administrasl Kepegawaian pada Badan 

Kepegawaian Daerah 

- Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja 

pada Bagian Organlsasl 

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasl 

Sekretariat Daerah 

3 (tlga) orang staf Bagian Organisasl Sekretariat Daerah 

Tim Pengarah Reformasi Blrokrasl Pemerintah Kota Madiun, dlpimpln langsung oleh 

Wallkota Madiun. 

Sekretaris Tim dipegang oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun. 
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Tugas darl 11m Pengarah adalah: 

1. memberlkan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi serta 

menetapkan Road Map; 

2. memastlkan peiaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi 

birokrasi, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan 

memberikan dampak pada masyarakat ; dan 

3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, 

termasuk peiaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar peiaksanaan 

reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map 

dan berkelanjutan. 

Tim Pelaksana Reformasl Blrokrasi dipimpin oleh Sekret.aris Daerah. llm Pelaksana 

dipegang oleh salah satu pejabat eselon II. 

Agar fokus, tim pelaiksana dlbagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tugas kelompok kerja adalah 

sebagal berikut: 

1. merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah ; 

2. merumuskan quick wins; 

3. merancang rencana manajemen perubahan ; 

4. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick vWns; 

5. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map; 

6. melakukan pemellharaan terhadap area-area yang sudah maju ; 

7. melakukan monitoring dan evaluasl secara berkala, melakukan penyesuaian

penyesualan yang diper1ukan agar target yang dihasilkan selalu dapat 

menyesualkan kebutuhan stakeholders; dan 

8. menjadi agen perubahan. 

Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setlap unit kerja, maka unit kerja 

dlmaksud juga harus membentuk tlm at.au menjadikan pegawai di seluruh jajaran 

unit kerja menjadl bagian dart pelaksana reformasi birokrasi. 

Tugas dari Unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah: 

1. melaksanakan Road Map reformasl birokrasi yang menjadi prlorit.as untuk 

dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja ; 

2. jika salah satu Quick vWns berada dalam llngkupnya, maka unit kerja bersama 

llm Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan, dan 

memonitor Quick liWns; 

3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di 

unit kerjanya ; dan 

4. melaporkan hasll pelaksanaan reformasl birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah 

dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. 
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B. MONITORING DAN EVALUASI 

1. Monitoring 

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup 

unit;satuan kerja, lingkup OPD, dan Pemerintah Daerah. Monitoring dilakukan 

untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map 

reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan 

tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal 

yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi 

birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target 

yang telah ditentukan. 

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa 

media sebagai berikut: 

a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas 

kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan 

untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategls. 

Pertemuan ini pentlng mengingat reformasi birokrasi harus terus dirnonitor 

oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga 

keberlanjutannya. Pertemuan rutln dengan pimpinan juga dilakukan pada 

unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wlns, untuk membahas 

kemajuan, hambatan yang dihadapl, dan penyesualan yang perlu dilakukan 

untuk merespon perrnasalahan atau perkembangan lingkungan strategis ; 

b. Pertemuan dengan pimpinan unitjsatuan kerja untuk merespon permasalahan 

yang harus cepat diselesaikan ; 

c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat ; 

d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasl sebagaimana diuraikan 

dalam Road Map dengan realisasinya ; dan 

e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasl, 

yang dikoordinaslkan oleh Inspektorat. 

Pada lingkup yang ieblh besar, tingkat Perangkat Daerah dan Pemerintah 

Daerah, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: 

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah ; 

b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana ; 

c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja; 

d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat ; 
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e. Pengukuran target-target keglatan reformasi birokrasi sebagalmana dluraikan 

dalam Road Map dengan reallsasinya ; dan 

f. Pertemuan dalam rangka Penilalan Mandiri Pelaksanaan Reformasl Birokrasl, 

yang dikoordlnaslkan oleh Inspel<torat. 

Pada lingkup Pemerintah Daerah, monitoring dan evaluasi dilakukan melalul 

instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

2. Evaluasi 

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah 

dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh maslng lnstansi 

pemerlntah. Dalam lingkup instansi Pemerintah Daerah, evaluasi dapat dllakukan 

setiap enam bulan atau tahunan. 

Evaluasl dilakukan untuk menilal kemajuan pelaksanaan reformasl birokrasl 

secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dllakukan pada 

saat pelaksanaan kegiatan. 

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai darf unit kerja sampal pada 

tlngkat lnstansl, sebagai berikut: 

a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tlngkat unit kerja yang dipimpln oleh 

pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang 

dlhadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) 

bulan atau 1 (satu) tahun ke oepan, sehingga tidak terjadi permasalahan 

yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. 

Evaluasi dllakukan secara menyelunih terhadap seluruh prloritas yang telah 

ditetapkan ; 

b. Evaluasl semesteran atau tahunan di tlngkat lnstansl, yang dlpimpin langsung 

oleh Ketua Tlm Pelaksana Reformasi Birokrasi ; dan 

c. Evaluasl semesteran atau tahunan di tingkat lnstansi, yang dlplmpln langsung 

oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasl. 

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat 

diperoleh dari: 

a. Hasil-hasil monitoring ; 

b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat ; 

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasl sebagaimana dluraikan 

dalam Road Map dengan realisasinya ; dan 

d. Pertemuan dalam rangka Penllaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Blrokrasl, 

yang dlkoordinasikan oleh Inspektorat. 

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan 

terhadap pelaksanaan reformasl birokrasi di tahun-tahun berikutnya. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip-prlnsip tata 

pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdl pada 

kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, 

akuntabel, dan bebas dari praktek korupsl, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat 

lnilah yang mendasari pelaksanaan reformasl birokrasi pemerintah di Indonesia. 

Pelaksanaan reformasi blrokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbalkan 

dan peningkatan kinerja blrokrasi pemerlntah, balk pusat maupun daerah. Kinerja akan 

meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di 

daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan 

menghasllkan keluaran ( output;, nilai tambah ( value added), hasil ( outcome), dan 

manfaat (benefit; yang leblh baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward 

and punishmentyang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 

WALIKOTA MADIUN, 
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